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BAB 2
SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR
00609/JEMBATAN BESI SEBAGAI ALAT BUKTI YANG
KUAT
( TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 40 K/PDT/2009 )

2. Landasan Teori Umum
2.1. Pendaftaran Tanah

Masyarakat Indonesia sebagai bagian dari kehiduperbangsa dan
bernegara memiliki kebutuhan akan sandang, pangampdpan. Dalam hal ini,
yang menjadi kebutuhan untuk tempat tinggal dimalga adalah tanah. Hukum
tanah nasional berasal dari hukum adat dimana ksnsari hukum adat adalah
komulastik religius yang memungkinkan kepemilikaanah secara individual
namun juga mengandung unsur kebersamaan sehinigdantielupakan dan tetap
memperhatikan kepentingan umum dan kepentingaiers

Untuk melindungi kepemilikan tanah tersebut, makgama dalam hal ini
pemerintah melakukan kegiatan pendaftaran tanaamdabngka menciptakan

kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pareegang hak atas tanah.

2. 1.1. Pengertian Pendaftaran Tanah

Pengertian pendaftaran tanah menurut A.P. Parlgmlunpendaftaran
tanah berasal dari katdadastre(Bahasa Belanda Kadaster) suatu istilah teknis
untuk suatuecord (rekaman), menunjukkan kepada luas, nilai, darekelkan
(atau lain-lain atas hak) terhadap suatu bidanghtakata ini berasal dari bahasa
Latin “Capistratum” yang berarti suatu register atamapita atau unit yang
diperbuat untuk pajak tanah Romawiapotatio Terrens Dalam arti yang tegas,
Cadastre adalahrecord pada lahan-lahan, nilai daripada tanah dan pengegan
haknya dan untuk kepentingan perpajakan. Dengan ikdem Cadastre
merupakan alat yang tepat yang memberikan uraiandgatifikasi dari tersebut
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dan juga sebagaontinuous recordingrekaman yang berkesinambungan) dari
hak atas tanah.

Sedangkan menurut Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rabirnis, dari segi
istilah, ditemukan istilah pendaftaran tanah daldrahasa Latin disebut
“Capistratum”, di Jerman dan Italia disebti€Catastro”, di Perancis disebut
“Cadastre”, di Belanda dan juga di Indonesia dengan istikkhdastrale” atau
“Kadaster”. Maksud dariCapistratumatau Kadaster dari segi bahasa adalah
suaturegister atau capita atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi,
yang berarti suatu istilah teknis untuk suegoord (rekaman) yang menunjukkan
kepada luas, nilai dan kepemilikan atau pemegarig sumtu bidang tanah,
sedangkan kadaster yang modern bisa terjadi atasyaeg ukuran besar dan
daftar-daftar yang berkaitan.

Pengertian Pendaftaran Tanah berdasarkan Pasabtuif@da Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 Tentang &kamén Tanah, adalah :
Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan ydaguklan oleh pemerintah
secara terus menerus, berkesinambungan dan terag@liputi pengumpulan,
pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta perrsdimadata fisik dan data
yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenarigebidang tanah dan satuan-
satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tarkdahaknya bagi bidang-
bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak mél&sattuan rumah susun serta
hak-hak tertentu yang membebaninya.

Dari pengertian pendaftaran tanah tersebut diadgstddiuraikan unsur-
unsurnya, yait{:

1. Adanya serangkaian kegiatan
Kata-kata “serangkaian kegiatan” menunjuk kepadaygal berbagai kegiatan
dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, yangitaerisatu dengan yang
lain, berturutan menjadi satu kesatuan rangkaiangyaermuara pada

4 AP. Parlindungan. Pendaftaran Tanah di Indon8siadung: Mandar Maju, 1999, him. 18-
19

> Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis. Hukum Peitatmn Tanah. Bandung: Mandar
Maju, 2008, him. 18-19.

® Urip Santoso, S.H., M.H.. Pendaftaran dan PenaliHak Atas Tanah. Jakarta: Kencana,
2010, him. 14.
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tersedianya data yang diperlukan dalam rangka mekalbpe jaminan
kepastian hukum di bidang pertanahan bagi rakyat.

Kegiatan pendaftaran tanah terdiri atas kegiatamdgfgaran tanah untuk
pertama kali, bentuk kegiatannya adalah pengumpdiéem pengolahan data
fisik; pembuktian hak dan pembukuannya; penerbgartifikat; penyajian
data fisik dan data yuridis; dan penyimpanan daftaum dan dokumen, dan
kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah, lbddmgiatannya adalah
pendaftaran peralihan dan pembebanan hak; dan fiemasaperubahan data
pendaftaran tanah lainnya.

Kegiatan pendaftaran tanah menghasilkan dua maeday gaitu data fisik
dan data yuridis. Data fisik adalah keterangan reeagletak, batas dan luas
bidang dan satuan rumah susun yang didaftar, telkreterangan mengenai
adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. yDadis adalah
keterangan mengenai status hukum bidang tanahatiaansrumah susun yang
didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain degtzan-beban lain yang
membebaninya.

Dilakukan oleh Pemerintah

Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyamas@trn merupakan
tugas negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kegggntingan rakyat
dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukuonddng pertanahan.
Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pendaftanah adalah Badan
Pertanahan Nasional (BPN), sedangkan dalam pelafsaga dilakukan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Secara terus menerus, berkesinambungan

Kata-kata “terus-menerus, berkesinambungan” mehkukgpada pelaksanaan
kegiatan, yang sekali dimulai tidak akan ada akfarnData yang sudah
terkumpul dan tersedia harus selalu dipeliharaardarti disesuaikan dengan
perubahan-perubahan yang terjadi kemudian hingtmp teesuai dengan
keadaan yang terakhir.

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali masitifan tanda bukti hak
berupa sertipikat. Dalam kegiatan pendaftaran tadegat terjadi peralihan

hak, pembebanan hak, perpanjangan jangka waktathakanah, pemecahan,
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pemisahan dan penggabungan bidang tanah, pembdgikn bersama,
hapusnya hak atas tanah dan hak milik atas satmaahr susun, peralihan dan
hapusnya hak tanggungan; perubahan data pendaftanah berdasarkan
putusan atau penetapan pengadilan, dan perubah@npemegang hak harus
didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotangeat hingga tetap
sesuai dengan keadaan yang terakhir.

Secara teratur

Kata “teratur” menunjukkan bahwa semua kegiatanusabperlandaskan
peraturan perundang-undangan yang sesuai, karsilaylaaakan merupakan
data bukti menurut hukum, biarpun daya kekuatanbpgtrannya tidak selalu
sama dalam hal hukum negara-negara yang menyelakggapendaftaran
tanah.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur perahaftanah adalah
Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintahdyd 24 Tahun 1997,
Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, Perfgraria/Kepala
BPN Nomor 3 Tahun 1999, Permen Agraria Nomor 9 hahd999, dan
sebagainya.

Bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun

Kegiatan pendaftaran tanah dilakukan terhadap Heik,NMak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan,hr@vekaf, Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun, Hak Tanggungan, dan TNegdra.

Pemberian surat tanda bukti hak

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinyagmasilkan surat tanda
bukti hak berupa sertipikat atas bidang-bidanghayeng sudah ada haknya
dan sertipikat hak milik atas satuan rumah susun.

Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagairdanaksud dalan Pasal 19
Ayat (2) huruf ¢ UUPA untuk hak atas tanah, hakgsdolaan, tanah wakaf,
hak milik atas satuan rumah susun dan hak tangguygag masing-masing
sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Hak-hak tertentu yang membebaninya

Dalam pendaftaran tanah dapat terjadi objek peadaft tanah dibebani
dengan hak yang lain, misalnya Hak Milik, Hak Gudsaha, Hak Guna
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Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Milik Atas Satuan RurSasun dijadikan
jaminan utang dengan dibebani Hak Tangggungan,dakuMilik atas tanah

dibebani dengan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.

2.1.2. Asas-Asas Pendaftaran Tanah

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomoal24nT1997 Tentang

Pendaftaran Tanah, maka pendaftaran tanah dildk@anherdasarkan asas

sederhana, asas aman, asas terjangkau, asas mdtakhsas terbuka.

1.

Asas sederhana
Asas ini dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokok maupun
prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pimak yang

berkepentingan, terutama para pemegang hak ats. tan

. Asas aman

Asas ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa peadaf tanah perlu
diselenggarakan secara teliti dan cermat sehinggéniga dapat memberikan
jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaraahtitu sendiri.

Asas terjangkau

Asas ini dimaksudkan keterjangkauan bagi pihakipiiang memerlukan,
khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemaammpgolongan
ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam @anminyelenggaraan
pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh prhalg memerlukan hal ini
dimaksudkan agar para pihak yang memerlukan dapatjamgkaunya
terutama bagi golongan ekonomi lemah dan tidak nmamp

Asas mutakhir

Asas ini dimaksudkan kelengkapan yang memadai dpklaksanaannya dan
berkesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Caig tersedia harus
menunjukkan keadaan yang mutakhir, maka untuk é@xupdiikuti dengan
kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-geaobgang terjadi di
kemudian hari. Asas mutakhir menuntut agar dapgelitiaranya data
pendaftaran tanah secara terus menerus dan sellaiglengan kenyataan
yang terjadi di lapangan.

Asas terbuka
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Asas ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahu memperoleh
keterangan mengenai data fisik dan data yuridis pgdrak-pihak yang
memerlukan dan berkepentingan untuk memperolehdidtayang berkaitan
dengan tanah tersebut dapat memperoleh keteraragam henar mengenai
data tersebut setiap saat.
Sedangkan menurut Soedikno Mertokusumo menyatakdwvd dalam

pendaftaran tanah dikenal 2 (dua) macam asas; yaitu

1. AsasSpecialitiet
Artinya pelaksanaan pendaftaran tanah itu diselmag@n atas dasar
peraturan perundang-undangan tertentu, yang seedras menyangkut
masalah pengukuran, pemetaan, dan pendaftaranhperata. Oleh karena
itu, dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dapat eré@b kepastian hukum
terhadap hak atas tanah, yaitu memberikan dakayi@sig jelas mengenai luas
tanah, letak, batas-batas tanah.

2. AsasOpenbaarheiqAsas Publisitas)
Asas ini memberikan data yuridis tentang siapa gaj@g menjadi subjek
haknya, apa nama hak atas tanah, serta bagaimgendinga peralihan dan
pembebanannya. Data ini sifatnya terbuka untuk ujrarinya setiap orang
dapat melihatnya.
Berdasarkan asas ini, setiap orang berhak mengedaita yuridis tentang
subjek hak, nama hak atas tanah, peralihan hakpdarbebanan hak atas
tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten/kKataasuk mengajukan
keberatan sebelum sertifikat diterbitkan, sertifikgngganti, sertifikat yang

hilang atau sertifikat yang rusak.

2.1.3. Tujuan Pendaftaran Tanah
Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk menghimpum ndanyediakan
informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tayeaig dipertegas dengan
dibuatnya Peraturan perundang-undangan yaitu dedigaluarkannya Peraturan
Pemerintah mengenai pendaftaran tanah yang mengeangenai pembukuan
tentang bidang-bidang tanah yang data fisik daa gatidisnya belum lengkap

" Soedikno Mertokusumo. Hukum dan Politik Agrarisakarta: Karunika-Universitas
Terbuka, 1988, him. 99.
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atau masih dalam keadaan sengketa sehingga umtak-tanah tersebut masih
belum dapat dikeluarkan sertipikat sebagai tanddi hak dalam rangka untuk
menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atahk tensebut.
Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomoal24nT1997 Tentang
Pendaftaran Tanah, maka tujuan pendaftaran tarshhad
a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungakuim kepada
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan susah dan hak-hak lain
yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktdieinya sebagai
pemegang hak yang bersangkutan.
Maka untuk itu diberikan sertipikat sebagai surahd@ bukti, dimana
sertipikat merupakan hak bagi pemegang hak atahtgang dijamin oleh
Undang-Undang.
Maka jaminan kepastian hukum sebagai tujuan pesdafitanah meliputi:
1. Kepastian status hak yang didaftar
Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketlmgan pasti status
hak yang didaftar, misalnya Hak Milik, Hak Guna baaHak Guna
Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Hak Tanggunigak Milik
Atasa Satuan Rumah Susun atau Tanah Wakaf.
2. Kepastian subjek hak
Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketdbngan pasti
pemegang haknya, apakah perseorangan (warga nbkghmaesia atau
orang asing yang berkedudukan di Indonesia), sel@& orang secara
bersama-sama, atau badan hukum (badan hukum ptatabadan hukum
publik).
3. Kepastian objek hak
Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketsdngan pasti letak
tanah, batas-batas tanah, dan ukuran (luas) tanah.
Letak tanah berada di jalan, kelurahan/desa, keeayn&abupaten/kota,
dan provinsi mana. Batas-batas tanah meliputi abbetara, selatan,
timur, dan barat berbatasan dengan tanah siapatatab apa. Ukuran

(luas) tanah dalam bentuk meter persegi (m2).
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Untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pdwhligan hukum
dalam pendaftaran tanah, maka kepada pemegang fask tanah
diberikanlah sertipikat sebagai tanda bukti hak tdaah tersebut.

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yarerkepentingan
termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat meeipedata yang
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mehdedang-bidang
tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudaftderd
Dengan terselenggaranya pendaftaran tanah juga kslmiean untuk
terciptanya suatu pusat informasi mengenai bidadgAg tanah sehingga
pihak-pihak yang berkepntingan dan yang memerlukéormasi mengenai
bidang-bidang tanah tersebut termasuk pemerintaigase mudah dapat
memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakabugten hukum
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuanhrsoeun yang sudah
terdaftar.

Untuk melaksanakan fungsi informasi, data fisik data yuridis dari bidang
tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdgafiak& untuk umum.
Dengan pendaftaran tanah, pemerintah maupun masyadapat dengan
mudah memperoleh informasi tentang data fisik data guuridis di Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota apabila mau mengadakdun gerbuatan hukum
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah saswgnsudah terdaftar,
misalnya pengadaan tanah untuk kepentingan perakeriatau perusahaan
swasta, jual beli, lelang, pembebanan Hak Tanggunga

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanah
Program Pemerintah di bidang pertanahan dikenalgatenCatur Tertib
Pertanahan, yaitu Tertib Hukum Pertanahan, Tertimifistrasi Pertanahan,
Tertib Penggunaan Tanah, serta Tertib Pemelihafamah dan Kelestarian
Lingkungan Hidup.

Untuk mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahanaklikan dengan
menyelenggarakan pendaftaran tanah yang beRsfets Cadaster
Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik pakem dasar dan
perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan

Universitas Indonesia

Sertifikat hak guna..., Fransiska KrisnaniBudi Utami, FH Ul, 2011.



18

Untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahaniapebidang tanah dan

satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebdaarhapusnya hak atas

bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah swsjih didaftar.

2.1.4. Manfaat Pendaftaran Tanah

Manfaat pendaftaran tanah bagi para pihak-pihakgyaremperoleh

manfaat dengan diselenggarakannya pendaftaran, tathalah:

1. Manfaat bagi pemegang hak

a.

a.

Memberikan rasa aman.

b. Dapat mengetahui dengan jelas data fisik dan datdignya.
c. Memudahkan dalam pelaksanaan peralihan hak.

d.
e
f

Harga tanah menjadi lebih tinggi.

. Dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hakggungan.

Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak mkelato.

Manfaat bagi pemerintah

Akan terwujud tertib administrasi pertanahan sebagkah satu program
Catur Tertib Pertanahan.

Dapat memperlancar kegiatan Pemerintahan yang itmrk@engan tanah
dalam pembangunan.

Dapat mengurangi sengketa di bidang pertanahanalnge sengketa

batas-batas tanah, pendudukan tanah secara liar.

Manfaat bagi calon pembeli atau kreditor

Bagi calon pembeli atau calon kreditor dapat dengardah memperoleh

keterangan yang jelas mengenai data fisik dan ylatdis tanah yang akan

menjadi objek perbuatan hukum mengenai tanah.

2.1.5. Objek Pendaftaran Tanah

Objek pendaftaran tanah diatur dalam Undang-Und@okok Agraria

yaitu mengenai hak-hak atas tanah yang wajib udid&ftar adalah Hak Milik,

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pal@angkan Hak Sewa

Untuk Bangunan tidak wajib untuk didaftarkan. Seykam berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menjadi obgeklaftaran tanah meliputi
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bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan Hak Milek Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan, dan Hak Pakai, Tanah Hak Pengelolemrah Wakaf, Hak
Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak Tanggungan,T@darah Negara.
Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomo@BdnT1997, maka
yang menjadi objek pendaftaran tanah adalah:
1. Hak Milik
Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agrarig ganaksud dengan
Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat danp&gruh yang dapat
dipunyai orang atas tanah. Hak milik dapat berddih dialihkan kepada pihak
lain.
Hak milik merupakan hak yang paling kuat atas tanamg memberikan
kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kerabatu hak lain di
atas bidang tanah Hak Milik yang dimilikinya tersel{fdapat berupa Hak
Guna Bangunan atau Hak Pakai, dengan pengecuadiaiHna Usaha), yang
hampir sama dengan kewenangan negara (sebagai gsefgwntuk
memberikan hak atas tanah kepada warganya. Ham@skipun tidak mutlak
sama, tetapi dapat dikatakan mirip denBayendomatas tanah menurut Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, yang memberikan kevgama yang
(paling) luas pada pemiliknya, dengan ketentuanushamemperhatikan
ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agréria.
Yang dapat mempunyai Hak Milik, adalah:
a. Hanya Warga Negara Indonesia
b. Bank Pemerintah atau badan keagamaan dan badahrsasipun badan-
badan hukum yang diperbolehkan oleh pemerintahkumi&mpunyai hak
milik dengan syarat-syarat tertentu.
Hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh Waaldgegara Indonesia saja
dan tidak dapat dimiliki oleh warga negara asing dadan hukum baik yang
didirikan di Indonesia maupun yang didirikan di Huaegeri dengan
pengecualian badan-badan hukum tertentu yang did&lam Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 yaitu Bank-Bank ydidyrikan oleh
negara untuk selanjutnya disebut sebagai Bank [degBerkumpulan-

8 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. Hak-Hak At&ianah. Seri Hukum Harta Kekayaan.
Jakarta: Kencana, 2007, him. 30.
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perkumpulan Koperasi Pertanian, Badan-badan Keagamian Badan-badan

Sosial. Dengan hal tersebut sehingga tidak setiapgodapat dengan mudah

mengalihkan Hak Milik atas tanah karena Undang-Wgd®okok Agraria

memberikan pembatasan-pembatasan mengenai perdibknMilik atas
tanah.

Berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 26 ayat (1) Undadgrld Pokok Agraria

maka cara memperoleh Hak Milik atas tanah adalagate

a. Orang asing maupun Warga Negara Indonesia yan taklepaskan
kewarganegaraannya yang sesudah berlakunya undaagg ini
memperoleh Hak Milik karena pewarisan tanpa wagiatl percampuran
harta karena perkawinan dalam jangka waktu 1 (s&hun sejak
diperolehnya hak tersebut harus melepaskan hakegsebut karena
apabila lebih dari jangka waktu yang ditentukan andiak tersebut
menjadi hapus dan jatuh ke tangan negara.

b. Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian demgamat, pemberian
menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang kdun&an untuk
memindahkan hak milik serta pengawasannya diatagale Peraturan
Pemerintah.

c. Adanya suatu peristiwa perdata, baik yang karekahe@ndaki maupun
yang lahir karena perbuatan hukum dalam bentukapgan misalnya
dalam bentuk jual beli, hibah, tukar menukar, maugarena peristiwa
perdata karena perkawinan yang menyebabkan teymgiersatuan harta,
karena kematian sehingga menyebabkan timbulnyargamab intestato

maupun warisan dalam bentuk hibah wasiat.

. Hak Guna Usaha

Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Pokok Agrarigamang yang

dimaksud dengan Hak Guna Usaha adalah hak untuusahakan tanah
yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam janghkauwaaling lama 35 (tiga
puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi galiama 25 (dua puluh lima)
tahun, guna perusahaan pertanian, perusahaan r@arikatau perusahaan
peternakan untuk melakukan kegiatan usahanya dinkgla dan hanya

diberikan kepada tanah yang luasnya paling se8ikiima) hektar dengan
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ketentuan bahwa jika luasnya 25 (dua puluh lim&tdreatau lebih harus

dengan memakai investasi modal yang layak dankegdenusahaan yang baik

dan harus sesuai dengan perkembangan zaman. Hak @aha ini juga

dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Pokok Agrang,glapat mempunyai

Hak Guna Usaha adalah:

a. Warga Negara Indonesia

b. Badan Hukum vyang didirikkan menurut hukum Indonesian
berkedudukan di Indonesia.

Orang atau badan hukum yang mempunyai maupun melapehak guna

usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat makandgangka waktu 1

(satu) tahun wajib untuk melepaskan atau mengalifitek itu kepada pihak

lain yang memenuhi syarat, apabila dalam jangkatwédrsebut hak guna

usaha tersebut tidak dilepaskan atau dialihkan rhakaguna usaha itu hapus

demi hukum dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak dkan diindahkan

menurut ketntuan-ketentuan yang ditetapkan dengeatitan Pemerintah.

Jangka waktu Hak Guna Usaha berdasarkan PasalaBuf@r Pemerintah

Nomor 40 Tahun 1996 adalah untuk pertama kalinjagpdama 35 (tiga

puluh lima) tahun, kemudian dapat diperpanjang lagiuk jangka waktu

paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan dapaenthgharui untuk jangka

waktu paling lama selama 35 (tiga puluh lima) tahun

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nonmora#hOn 1996 maka

permohonan pemegang Hak Guna Usaha dapat dipengargalama

memenuhi syarat-syarat, yaitu:

a. Tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai d&egdaan, sifat dan
tujuan pemberian hak tersebut.

b. Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi aebgik oleh pemegang
hak.

c. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemiegiang
Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usahapun
pembaharuannya diajukan selambat-lambatnya 2 (thl®)n sebelum
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berakhirnya jangka waktu Hak Guna Usaha tersebotdieatat dalam

buku tanah pada Kantor Pertanahan.
Peralihan Hak Guna Usaha dapat dilakukan dengaa jceml-beli, tukar
menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan atgarfsan dalam modal,
pewarisan dan perbuatan hukum pemindahan hak kiteguali pemindahan
hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jikeudtikan dengan akta yang
dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yemgenang.
. Hak Guna Bangunan
Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Pokok Agrarieangang dimaksud
dengan Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendidea mempunyai
bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknydirselengan jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan atasnpgaan dari pemegang
hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bdagunan-
bangunannya maka jangka waktunya dapat perpanggiguintuk jangka
waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Hak GunaadBaan ini dapat
beralih maupun dialihkan kepada pihak lain. Dalaah ihi pemegang Hak
Milik atas tanah yang diatasnya didirikkan Hak GuBangunan berbeda
dengan pemegang Hak Guna Bangunan tersebut yaitegaeg Hak Guna
Bangunan bukanlah pemegang Hak Milik dari tanaketaut yang diatasnya
didirikan bangunan tersebut karena adanya perjagpag berbentuk autentik
antara pemegang Hak Milik atas tanah yang bersaagkiengan pemegang
Hak Guna Bangunan yang hendak mendirikan banguretasitanah tersebut.
Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah nomdalin 1996 maka Hak
Guna Bangunan dapat diberikan kepada tanah yaigs dlnahnya adalah
tanah Negara, tanah Hak Pengelolaan, dan tanalvViik
Hak Guna Bangunan dapat juga dijadikan sebaganmmhutang dengan Hak
Tanggungan dan dapat juga dibebani dengan hiptaekiedietverband
Yang dapat mempunyai Hak Guna Bangunan berdas&&sal 36 Undang-
Undang Pokok Agraria, adalah:
a. Warga Negara Indonesia.
b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indondsia berkedudukan

di Indonesia.
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Jadi hanya Warga Negara Indonesia saja yang dagaipomyai Hak Guna
Bangunan ini, dan disini terlihat prinsip nasion@tap dipertahankan,
sehingga orang yang bukan Warga Negara Indonesimldapat mempunyai
hak seperti yang ditentukan pada Pasal 36 huruihbtablg-Undang Pokok
Agraria yaitu badan hukum yang didirikan menurukdma Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia, oleh karena orang atarb hukum yang
mempunyai Hak Guna Bangunan dan tidak lagi mememsyharat-syarat
sebagai pemegang hak, dalam jangka waktu satu tahjilm melepaskan atau
mengalihkan Hak Guna Bangunan itu kepada orang yamg memenuhi
syarat. Dan ketentuan tersebut juga berlaku tepghpdek yang memperoleh
Hak Guna Bangunan, jika dia tidak mempunyai sy@raebut. Jika Hak Guna
Bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan atihldan dalam jangka
waktu tersebut di atas, hak itu hapus karena hukiemgan ketentuan, bahwa
hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ket@miketentuan yang
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Pasal &6(2y Undang-Undang
Pokok Agraria).

Dalam kaitan dengan pemberian hak ini, Hak GunagBaan itu terjadi
dalam batas-batas kemungkinan yang ada, yang damdaPenetapan
Pemerintah yang berpedoman pada Peraturan MeraimDNegeri Nomor 6
Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberidn Atlss Tanah
dalam Pasal 4 disebutkan, Gubernur Kepala Daerambere keputusan
mengenai permohonan pemberian, perpanjangan/peamadan menerima
pesanan Hak Guna Bangunan atas tanah Negara ké&padza Negara
Indonesia atau badan hukum Indonesia yang bukandaed asing yang:

a. Luas tanahnya tidak melebihi 2.000 m2 (dua ribvempérsegi).

b. Jangka waktunya tidak melebihi dari 20 (dua putahyn.’

Pemberian Hak Guna Bangunan berdasarkan ketenatantkan yang
dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Negara Agrae@édla Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan IKengan Pemberian

dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Taeghrd] yaitu:

° Soedharyo Soimin, S.H., Status Hak Dan PembebBamah, Edisi Kedua. Jakarta: Sinas
Grafika, 2004, himn. 21-22.

Universitas Indonesia

Sertifikat hak guna..., Fransiska KrisnaniBudi Utami, FH Ul, 2011.



24

a. Sampai dengan 2000 m2 (dua ribu meter persegi)beeam Hak Guna
Bangunan atas tanah Negara dilakukan oleh KepataoKd&ertanahan
Kabupaten/Kotamadya.

b. Mulai dari 2000 m2 (dua ribu meter persegi) hing§8.000 m2 (seratus
lima puluh ribu meter persegi), pemberian Hak GBaagunan atas tanah
Negara dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Badaertdhahan
Nasional Propinsi.

c. Di atas 150.000 m2 (seratus lima puluh ribu metmsggi), pemberian
Hak Guna Bangunan atas tanah Negara dilakukan Kédala Badan
Pertanahan Nasional/Menteri Negara Agraria.

d. Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Peamgeldlilakukan
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri Negara Adkapala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 dinyatbkhwa:

1. Permohonan pendaftaran perubahan Hak Milik menjddk Guna
Bangunan atau Hak Pakai, dan perubahan Hak GunguBan menjadi
Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Bydiafukan kepada
kantor Pertanahan setempat dengan disertai:

a. Sertipikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan yangnalon
perubahan haknya, atau bukti pemilikan tanah yaegsamgkutan
dalam hal Hak Milik yang belum terdaftar.

b. Kutipan Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh pegjdéang apabila
hak yang bersangkutan dimenangkan oleh badan hulalam suatu
pelelangan umum.

c. Surat persetujuan dari pemegang Hak Tanggunganlagsk atas
tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan.

d. Bukti identitas pemohon.

2. Dalam hal Hak Milik yang dimohon perubahan hakngtuin terdaftar,
maka permohonan pendaftaran perubahan hak dilaklleasamaan
dengan permohonan pendaftaran Hak Milik tersebut panyelesaian
pendaftaran perubahan haknya dilaksanakan sesuadh MHlik itu

didaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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3. Dalam hal Hak Milik yang dimohon perubahan haknyaethangkan oleh
badan hukum melalui pelelangan umum, maka permaohpeadaftaran
perubahan Hak Milik tersebut diajukan oleh badankuhu yang
bersangkutan bersamaan dengan permohonan pendaftsnalihan
haknya dan kedua permohonan tersebut diselesaidealigus dengan
mendaftar perubahan hak tersebut terlebih dahulikkemudian mendaftar
peralihan haknya, dengan ketentuan bahwa untukNHbk yang belum
terdaftar ketentuan pada ayat (2) juga dilaksanakan
Dari ketentuan tersebut di atas maka dapat dikebathwa perubahan dari
Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan dapat terjadrehna sukarela
yaitu dilakukan dengan cara pelepasan Hak Milils éamah yang disertai
dengan pemberian Hak Guna Bangunan dan karena |BEsig yang
diperoleh badan hukum.

Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah NomdadOn 1996 maka

pemberian Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak M#iitu:

1. Hak Guna Bangunan atas tanah hak Milik terjadi dengemberian
oleh pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuah dRejabat
Pembuat Akta Tanah.

2. Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Miblag@mana
dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan pada BaRertanahan.

3. Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik mengikaalpiketiga sejak
didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

4. Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan perataftéak Guna
Bangunan atas tanah Hak Milik diatur lebih lanjehgan Keputusan
Presiden.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka lahirnya peanbddak Guna

Bangunan di atas tanah Hak Milik adalah pada s#datathya akta

pemberian Hak Guna Bangunan oleh Pejabat Pembutd Aknah,

sedangkan pendaftaran yang dilakukan hanyalah umiekgikat pihak
ketiga.

Jangka waktu Hak Guna Bangunan atas tanah negargadah Hak

Pengelolaan menurut Pasal 25 PP No. 40 Tahun 1€@&ha untuk
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pertama kalinya paling lama adalah 30 tahun, ddpgsrpanjang untuk
jangka waktu paling lama 20 tahun, dapat diperbantuk jangka waktu
paling lama 30 tahun. Sedangkan jangka waktu Haka@angunan atas
tanah Hak Milik menurut Pasal 29 PP No. 40 Tahu#6l@dalah paling
lama 30 tahun, tidak dapat diperpanjang, tetapaddpperbarui haknya
atas kesepakatan pihak pemilik tanah dan pemegaal Buna

Bangunart®

Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah NomdaHOn 1996 maka

Hak Guna Bangunan dapat diperpanjang, yaitu:

1. Hak Guna Bangunan atas tanah Negara sebagaiman&stdidndalam
Pasal 22, atas permohonan pemegang hak dapat ahjserg atau
diperbaharui, jika memenuhi syarat:

a. Tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuaadémgdaan,
sifat dan tujuan pemberian hak tersebut.

b. Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi aehgik oleh
pemegang hak.

c. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemdgdkng
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

d. Tanah tersebut masih sesuai dengan Rencana Tatg Riikyah
yang bersangkutan.

2. Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan digarny atau
diperbaharui atas permohonan pemegang Hak GunauBangetelah
mendapat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan.

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomdakon 1996 maka

tata cara permohonan perpanjangan Hak Guna Bangyai&un

1. Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangatau
pembaharuannya diajukan selambat-lambatnya duan taebelum
berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan tersedsiau
perpanjangannya.

2. Perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Bangunatatddalam
buku tanah pada Kantor Pertanahan.

% Urip Santoso, S.H., M.H.. Pendaftaran dan Pemalidak Atas Tanah. Jakarta: Kencana,
2010, him. 26.
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3. Ketentuan mengenai tata cara permohonan perpamaragjau
pembaharuan Hak Guna Bangunan dan persyaratanaya t¢ebih
lanjut dengan Keputusan Presiden.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka deypait bahwa Hak

Guna Bangunan yang diberikan di atas tanah Negaratdnah Hak

Pengelolaan saja yang dapat diperpanjang, sedandkain Guna

Bangunan yang diberikan di atas tanah Hak Milikkidapat diperpanjang

melainkan hanya diperbaharui saja setelah berakhjangka waktu yang

ditetapkan dalam pemberian hak tersebut yang vediibat dengan akta

Pejabat Pembuat Akta Tanah dan hak tersebut wajditdrkan di Kantor

Pertanahan setempat.

Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah NomdakOn 1996 maka

Hak Guna Bangunan dapat dialihkan, yaitu:

1. Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dialihkan kepétak lain.

2. Peralihan Hak Guna Bangunan terjadi karena:

. Jual-beli

. Tukar-menukar

a

b

c. Penyertaan dalam modal

d. Hibah

e. Pewarisan

3. Peralihan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksaich @dgat (2)
harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan.

4. Peralihan Hak Guna Bangunan karena jual-beli kecul-beli
melalui lelang, tukar-menukar, penyertaan dalam ahodan hibah
harus dilakukan dengan akta yang dibuat oleh PeRémbuat Akta
Tanah.

5. Jual-beli yang dilakukan melalui pelelangan dibketi dengan Berita
Acara Lelang.

6. Peralihan Hak Guna Bangunan karena pewarisan ldibusktikan
dengan surat wasiat atau surat keterangan warig géuat oleh

instansi yang berwenang.
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7. Peralihan Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Peageldiarus

dengan persetujuan tertulis dari pemegang Hak Reaga.

8. Peralihan Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milikishaengan

persetujuan tertulis dari pemegang Hak Milik yaegsbngkutan.

Dari rumusan tersebut juga dapat kita lihat bahn@ang-undang secara
tegas membedakan syarat peralihan Hak Guna Bangatasntanah Negara
dengan Hak Guna Bangunan yang diberikan di atashtdiak Milik, karena
pemberian tersebut lahir dari perjanjian, maka gab&onsekuensi dari sifat
perjanjian itu sendiri, yang menurut ketentuan P438a5 dan Pasal 1340 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata hanya berlaku di anpara pihak, yaitu
pemegang Hak Milik dan pemegang Hak Guna Bangunaatas Hak Milik
tersebut, setiap tindakan yang berhubungan deng&anG#ina Bangunan di atas
bidang tanah tersebut, haruslah terlebih dahulu peeoteh persetujuan dari
pemegang Hak Milik atas bidang tanah tersebut, dsuk peralihannya.
Sebagaimana halnya peralihan Hak Milik dan Hak GUsaha seperti telah
dijelaskan di muka, peralihan Hak Guna Bangunanpim wajib didaftarkan.
Ketentuan mengenai pendaftaran peralihan Hak Gangihan juga diatur dalam
ketentuan yang sama seperti halnya peralihan Haik b&n Hak Guna Usaha,
yaitu mulai dari Pasal 37 hingga Pasal 46 PeratB@merintan No. 24 Tahun
1997.

Dari rangkaian pasal-pasal tersebut di atas, adeerapa hal yang dapat
disimpulkan:

1. Peralihan Hak Guna Bangunan, yang dilakukan dewgea jual-beli, tukar-
menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan danuapemb hukum
pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan haklmd&anghanya dapat
didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibo&h PPAT (Pejabat
Pembuat Akta Tanah) yang berwenang. Dengan demik&rarti setiap
peralihan Hak Guna Bangunan, yang dilakukan dalantui jual-beli, tukar-
menukar atau hibah harus dibuat di hadapan PPAdl-bdli, tukar-menukar
atau hibah ini, dalam konsepsi hukum adat adala@tusperbuatan hukum
yang bersifat terang dan tunai. Dengan terang diodikan bahwa perbuatan

hukum tersebut harus dibuat di hadapan pejabat ysr@enang untuk
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menyaksikan dilaksanakan atau dibuatnya perbuatakunh tersebut.

Sedangkan dengan tunai diartikan bahwa dengaraggjasperbuatan hukum

di hadapan PPAT berarti pula selesainya tindakakumuyang dilakukan

dengan segala akibat hukumnya. Ini berarti perioubt&kum tersebut tidak

dapat dibatalkan kembali, kecuali terdapat cacdh ceecara substansi
mengenai Hak Guna Bangunan yang dialihkan terselam, cacat mengenai
kecakapan dan kewenangan bertindak atas bidanlg tewrszbut.

2. Dengan demikian berarti, agar peralihan Hak GunagBaan tersebut dapat
terselenggara secara benar, maka seorang PPATakangnembuat peralihan
Hak Guna Bangunan tersebut harus memastikan kebemaengenai Hak
Guna Bangunan yang akan dialihkan tersebut, damgeman kecakapan dan
kewenangan bertindak dari mereka yang akan memkgalillan menerima
pengalihan hak atas tanah tersebut. Sehubungamm@tgek hak atas tanah
yang dipindahkan, PPAT harus memeriksa kebenammadaumen-dokumen
yang berhubungan dengan Hak Guna Bangunan yangdedrkan tersebut.
Dalam hal surat tersebut tidak dapat diserahkany ttlak ada, maka PPAT
wajib menolak membuat akta pemindahan Hak Guna @y yang akan
dialihkan tersebut.

Sehubungan dengan subjek hukum yang akan mengaliiieeka PPAT harus
memeriksa mengenai kewenangan dari pihak yang alengalihkan dan yang
akan menerima peralihan Hak Guna Bangunan tersebut.

Jika subjek hukum yang akan mengalihkan tidak bertau berwenang,
maka pengalihan tidak dapat dilakukan. Jika subjgkum yang akan menerima
pengalihan bukanlah subjek hukum yang diperkenaskdragai pemegang Hak
Guna Bangunan, maka harus diperhatikan ketentuam diatur dalam Keputusan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanadakiNomor 16 Tahun
1997 tentang Perubahan Hak Milik Menjadi Hak Guradtinan atau Hak Pakai
dan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Pakai.

Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Pokok Agrariearhapusnya Hak
Guna Bangunan karena:

1. Jangka waktunya berakhir.

1 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. Hak-Hak At&anah. Seri Hukum Harta Kekayaan.
Jakarta: Kencana, 2007, him.208-210.
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Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir kareesuatu syarat tidak
dipenuhi.

Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangkauwgktberakhir.

Dicabut untuk kepentingan umum.

Ditelantarkan.

Tanahnya musnah.

Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-UndangkPAgraria.

Sedangkan, berdasarkan Pasal 35 juncto Pasal 20 (ayaPeraturan

Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 maka hapusnya lalka 8angunan karena:

1.

N o g A

Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkanandalkeputusan
pemberian atau perpanjangannya atau dalam perngmgiaberiannya.
Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegarg R¢mgelolaan atau
pemegang Hak Milik sebelum jangka waktunya beraldarena:

a. Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hedkn/atau
dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dudaksam Pasal 30,
Pasal 31 dan pasal 32.

b. Tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-ki&aa yang tertuang
dalam perjanjian pemberian Hak Guna Bangunan amp@naegang Hak
Guna Bangunan dan pemegang Hak Milik atau perjarnpjenggunaan
tanah Hak Pengelolaan.

c. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatiamn yang tetap.

Dilepaskan secara sukarela olen pemegang haknygusehangka waktu

berakhir.

Dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tah6t.19

Ditelantarkan.

Tanahnya musnah.

Ketentuan Pasal 20 ayat (2) yaitu apabila dalargkiarwaktu sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) haknya tidak dilepaskan dialihkan, hak tersebut

hapus karena hukum.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya Hak GuaragBnan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusasidi&e.
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Berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Pe&xheNomor 40 Tahun

1996 maka kewajiban dari pemegang Hak Guna Banguawiahah:

1.

2.

Pemegang Hak Guna Bangunan berkewajiban:

a. Membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara pemrdrmya
ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya.

b. Menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya @asyapatan
sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan parjgggmberiannya.

c. Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yangliadtasnya serta
menjaga kelestarian lingkungan hidup.

d. Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Glatka Bangunan
kepada Negara, pemegang Hak Pengelolaan atau pegnétzk Milik
sesudah Hak Guna Bangunan itu hapus.

e. Menyerahkan sertipikat Hak Guna Bangunan yang tdieapus kepada
Kepala Kantor Pertanahan.

Jika tanah Hak Guna Bangunan karena keadaan gmogtafi lingkungan

atau sebab-sebab lain letaknya sedemikian rupanggghimengurung atau

menutup pekarangan atau bidang tanah lain dadaslinmum atau jalan air,
pemegang Hak Guna Bangunan wajib memberikan jatuak atau jalan air
atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidaaf tang terkurung itu.

Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah NomdaHin 1996 maka hak

dari pemegang Hak Guna Bangunan, adalah pemegakgGidaa Bangunan

berhak untuk menguasai dan mempergunakan tanahdyjgegkan dengan Hak

Guna Bangunan selama waktu tertentu untuk mendiridan mempunyai

bangunan untuk keperluan pribadi atau usahanya setuk mengalihkan hak

tersebut kepada pihak lain dan membebaninya.
4. Hak Pakai

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Pokok Agrarkargang dimaksud
dengan Hak Pakai adalah hak untuk menggunakantdamt@emungut hasil
dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara tataah milik orang lain,
yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentudaam keputusan
pemberiannya oleh pejabat yang berwenang membegkamatau dalam

perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukanapggn sewa menyewa

Universitas Indonesia

Sertifikat hak guna..., Fransiska KrisnaniBudi Utami, FH Ul, 2011.



32

atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatutidak bertentangan

dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang i

Hak Pakai dapat diberikan selama jangka wakturtertatau selama tanahnya

dipergunakan untuk keperluan yang tertentu dan atermgma-cuma dengan

pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun. Pamblak Pakai tidak
boleh disertai dengan syarat-syarat yang menganaiusigr-unsur pemerasan.

Hak Pakai dapat diberikan kepada tanah yang statdsanya adalah tanah

Negara, tanah Hak Pengelolaan dan tanah Hak Milik.

Yang dapat mempunyai Hak Pakai berdasarkan Pas¢iz@uran Pemerintah

Nomor 40 Tahun 1996, adalah:

a. Warga Negara Indonesia.

b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indondsia berkedudukan
di Indonesia.

c. Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Riamerintah
Daerah.

d. Badan-badan keagamaan dan sosial.

e. Orang asing yang berkedudukan di Indoensia.

f. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan diresa.

g. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan iasevnal.

Jangka waktu Hak Pakai ada yang diberikan untulgk@anwaktu yang

ditentukan dan ada yang diberikan untuk jangka wgihg tidak ditentukan.

Berdasarkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomora#On 1996 maka

jangka waktu Hak Pakai, adalah:

1. Hak Pakai Atas Tanah Negara dan Hak Pakai Atas Pekgelolaan
diberikan jangka waktu paling lama dua puluh lingdoun dan dapat
diperpanjang untuk jangka waktu paling lama duaulputahun atau
diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentuksglama tanahnya
dipergunakan untuk keperluan tertentu.

2. Sesudah jangka waktu Hak Pakai atau perpanjangaselgagaimana
dimaksud dalam ayat (1) habis, kepada pemegangdapét diberikan
pembaharuan Hak Pakai atas tanah yang sama.
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Hak Pakai yang diberikan untuk jangka waktu yargaKki ditentukan

selama dipergunakan untuk keperluan tertentu sebaga dimaksud

dalam ayat (1) diberikan kepada:

a. Departemen, Lembaga Pemerintah Non-DepartemenPdarerintah
Daerabh.

b. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan lasevnal.

c. Badan Keagamaan dan badan sosial.

Berdasarkan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomora#On 1996 maka

syarat-syarat permohonan pemegang hak apabila Hdki FAtas Tanah

Negara hendak diperbaharui, adalah:

1.

Tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuaadekgpdaan, sifat
dan tujuan pemberian hak tersebut.

Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi cebagk oleh pemegang
hak.

Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemebakg
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan dapat diganmanatau
diperbaharui atas usul pemegang Hak Pengelolaan.

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan pemerintah Nomdad0n 1996 maka tata

cara permohonan perpanjangan waktu Hak Pakai,fadala

1.

Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Pakai @eawbaharuan
diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum hengla jangka
waktu Hak Pakai tersebut.

Perpanjangan atau pembaharuan Hak Pakai sebagailimaalesud dalam
ayat (1) dicatat dalam buku tanah pada Kantor Rainian.

Ketentuan mengenai tata cara permohonan perpamangtu
pembaharuan Hak Pakai dan persyaratannya diatur lebjut dengan

Keputusan Presiden.

Peralihan Hak Pakai dapat dilakukan dengan caifabgla tukar menukar,

hibah, pemasukan dalam perusahaan atau penyedbam ohodal, pewarisan

dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, keqelindahan hak
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melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibkésti dengan akta yang
dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yengenang.

5. Tanah Hak Pengelolaan
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan PemerintaioN40 Tahun 1996
juncto Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nodhorahun 1997 juncto
Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Negara AgranlseBadan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1999 juncto Pasal 1 angkRefaturan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dldnTahun 1999
maka pengertian dari Hak Pengelolaan adalah halguasai dari Negara
yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkapada
pemegangnya.
Sedangkan berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-grndamor 20 Tahun
2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang NomorT&iun 1997
Tentang Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Banguaran& Pemberian Hak
Pengelolaan maka pengertian dari Hak Pengelolaalatatiak menguasai dari
negara atas tanah yang kewenangan pelaksanaanggiase dilimpahkan
kepada pemegang haknya untuk merencanakan perontlakapenggunaan
tanah, menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanagasnya,
menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepadsk atiga dan atau
bekerja sama dengan pihak ketiga.
Yang dapat mempunyai Hak Pengelolaan, adlah:

Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah.

Badan Usaha Milik Negara.

Badan Usaha Milik Daerah.

PT Persero.

Badan Otorita.

o 00k w0 N PR

Badan-badan hukum pemerintah lainnya yang dituojek pemerintah.

6. Tanah Wakaf
Wakaf tanah Hak Milik diatur dalam Pasal 49 ayaty&8dang-Undang Pokok
Agraria yaitu perwakafan tanah milik dilindungi ddiatur dengan Peraturan

Pemerintah.

2 Urip Santoso, S.H., M.H.. Pendaftaran dan Pemalifak Atas Tanah. Jakarta: Kencana,
2010, him. 28.
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Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan PemerintmmoN28 Tahun 1977
Tentang Perwakafan Tanah Milik, yang dimaksud dengskaf adalah
perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yangsatdw@n sebagian
dari harta kekayaannya yang berupa tanah milikrdaelembagakannya untuk
selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan a&perkian umum lainnya
sesuai dengan ajaran Agama Islam.
Hak atas tanah yang dapat diwakafkan untuk kepgemirperibadatan atau
kepentingan umum lainnya menurut ajaran Agama Islanyalah Hak Milik.
Dalam perwakafan tanah Hak Milik terdapat pihak gyamewakafkan tanah
disebut Wakif, pihak menerima tanah wakaf disebatd2¥, pihak yang
membuat Akta Ikrar Wakaf adalah Pejabat pembuat Aktar Wakaf, dan
pihak yang mendaftar tanah yang diwakafkan adalamtd¢ Pertanahan
Kabupaten/Kota?>
7. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat, diaaggun dalam
suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagergy distrukturkan
secara fungsional dalam arah horizontal dan veértlen merupakan
satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki diganakan secara
terpisah, terutama demikian Undang-Undang RumalirSustuk tempat
hunian, yang dilengkapi dengan apa yang disebugidiba bersama”,
“tanah bersama”, dan “benda bersamd” .
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nom@ahi® 1985 maka
satuan rumah susun adalah rumah susun yang tugmantpkan utamanya
digunakan secara terpisah sebagai tempat huniag, ry@mpunyai saran
penghubung ke jalan umum.
Sedangkan, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) dan aydin(ang-Undang
Nomor 16 Tahun 1985 maka Hak Milik Atas Satuan Rur@asun adalah
hak milik atas satuan yang bersifat perseoranganteigpisah, meliputi

juga hak atas bagian bersama, benda bersama, mm b@rsama yang

13 Ibid, him. 29.

1B0edi HarsonoHukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peratutdukum Tanah
Jakarta: Djembatan, 2008, him. 351.
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kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidaksabkain dengan
satuan yang bersangkutan.

8. Hak Tanggungan
Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankpada hak atas
tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undamgor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokokriagiaerikut atau
tidak berikut benda-benda lain yang merupakan &atatuan dengan
tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang lmeekan kedudukan
yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadegitor-kreditor lain
(Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996).
Hak-hak yang dapat dijadikan jaminan utang deng@drebani Hak
Tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, HakasBangunan
atas tanah negara, Hak Guna Bangunan atas tanaRd#alelolaan, Hak
Pakai atas tanah negara yang menurut ketentuanayb didaftar dan
menurut sifatnya dapat dipindahtangankan, dan Hak Mtas Satuan
Rumah Susun yang berdiri di atas tanah Hak Miligk lbuna Bangunan
atau Hak Pakai atas tanah nedara.

9. Tanah Negara
Tanah negara atau tanah yang dikuasai langsungielgdra adalah tanah
yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas taRakal 1 angka 3
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997).
Dalam hal tanah negara sebagai objek pendaftara tgpendaftarannya
dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah gyeergpakan tanah
negara dalam daftar tanah. Daftar tanah adalahndekudalam bentuk
daftar yang memuat identitas bidang tanah dengaatu ssistem
penomoran. Untuk tanah negara tidak disediakan lakah dan oleh
karenanya di atas tanah negara tidak diterbitketipéet.'®

2.1.6. Sistem Pendaftaran Tanah Yang Digunakan

Pada pendaftaran tanah ada dua sistem yang digunaitu:

! Urip Santoso, S.H., M.HPendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tandakarta: Kencana,
2010,0p.Cit. him.29-30.
'®Ibid,. HIm. 29.
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1. Sistem pendaftaran akta afdagistration of Deeds
Pada sistem pendaftaran akta, yang didaftar adakshinya yaitu
dokumen-dokumen yang membuktikan diciptakannya haing
bersangkutan dan dilakukannya perbuatan-perbuateimih mengenai
hak tersebut sehingga yang menjadi sumber datalisnya adalah
akta-akta yang didaftar oleh Pejabat Pendaftaranaffia Namun
Pejabat Pendaftaran Tanah bersifat pasif sehingga inemeriksa dan
tidak melakukan pengujian terhadap kebenaran dag yertera di
dalam akta yang didaftar tersebut.

2. Sistem pendaftaran hak at&egistration of Titles
Pada sistem pendaftaran hak, yang didaftar adakimyh dan
perubahan-perubahannya sehingga setiap penciptalanbdru dan
perbuatan-perbuatan hukum yang menimbulkan peranbkéaudian
harus dibuktikan dengan suatu akta, namun disiiai le&nya berfungsi
sebagai sumber data saja, sedangkan untuk pemofafteak dan
perubahan-perubahan yang terjadi disediakan daftar yang disebut
Buku Tanah yang berisi data fisik dan data yuridgang tanah yang
bersangkutan dan sepanjang ada surat ukurnya tdpdéapada surat
ukur tersebut. Surat ukur tersebut merupakan té@o#é bahwa bak
yang bersangkutan beserta pemegang haknya dangbtdaahnya
yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum iidddtar.
Akta pemberian hak berfungsi sebagai sumber dataiguuntuk
mendaftar hak yang diberikan dalam buku tanah. Reamijuga akta
pemindahan dan pembebanan hak berfungsi sebaghéesdiata untuk
mendaftar perubahan-perubahan pada haknya dalamtan&h yang
bersangkutan. Jika terjadi perubahan, tidak ditaratuku tanah yang
baru melainkan dilakukan pencatatannya pada ruaotasinyang
disediakan pada buku tanah yang bersangkutan. (Bebe&lakukan
pendaftaran haknya dalam buku tanah dan pencapatariahannya
kemudian oleh Pejabat Pendaftaran Tanah dilakukangipian
kebenaran data yang dimuat dalam akta yang bersamgkPada

sistem ini Pejabat Pendaftaran Tanah bersifat aktif buku tanah
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disimpan di Kantor Pertanahan setempat dan terbagaumum yang
hendak membutuhkan data-data yang berkaitan deagah tersebut.
Sebagai tanda bukti hak maka diterbitkanlah Sé&dtpsebagai salinan
register. Sertipikat hak tanah terdiri atas salibaku tanah dan surat
ukur yang dijilid menjadi satu dalam sampul dokum8emua data
yang terdapat dalam buku tanah dicantumkan juga satinannya
yang merupakan bagian dari sertipikat. Sebagainmatraya dengan
buku tanah, jika terjadi perubahan kemudian, tidiakiatkan sertipikat
baru, melainkan perubahannya dicatat pada salinaku Itanah
tersebut. Maka data yuridis yang diperlukan, bagkadpada waktu
untuk pertama kali didaftar haknya maupun perubgteanbahannya
yang terjadi kemudian, dengan mudah dapat diket@duiibuku tanah
dan sertipikat yang bersangkutén.
Di Indonesia pada pendaftaran tanahnya menggunsikéam pendaftaran
hak atau Registration of titles.Hal ini dapat dilihat dari dengan
dikeluarkannya Buku Tanah sebagai dokumen yangsiberéngenai data
fisik dan data yuridis dari tanah tersebut danrbiteannya sertipikat sebagai
tanda bukti hak dari kepemilikan tanah tersebut.

2.1.7. Sistem Publikasi Yang Digunakan

Dalam pendaftaran tanah dikenal 2 (dua) macammsigtelikasi, yaitu:

a. Sistem publikasi negatif
Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam sistem publikasigatif,
sertipikat yang dikeluarkan merupakan tanda bukki &tas tanah yang
kuat, artinya semua keterangan yang terdapat dindadertipikat
mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima seldagarangan
yang benar oleh hakim, selama tidak dibuktikan ldaia dengan alat
pembuktian yang laiff

" Boedi HarsonoHukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peratutdukum Tanah
Jakarta: Djembatan, 2008, Op.Cit.him. 76-78.

8 Soedikno Mertokusumo. Hukum dan Politik Agrarisakarta: Karunika-Universitas
Terbuka, 1988, . Op.Cit., him.96.
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Sedangkan menurut Boedi Harsono, pendaftaran tagahg
menggunakan sistem publikasi negatif, negara selpagalaftar tidak
menjamin bahwa orang yang terdaftar sebagai pergelgak benar-
benar orang yang berhak karena menurut sistenmukarbpendaftaran
tetapi sahnya perbuatan hukum yang dilakukan yamgemtukan
berpindahnya hak kepada pembeli. Pendaftaran tiakbikin orang
yang memperoleh hak dari pihak yang tidak berhakjade pemegang
hak yang bard?

Sedangkan menurut Arie S. Hutagalung menyatakanvdoatalam
sistem publikasi negatif ini, negara hanya secasf pnenerima apa
yang dinyatakan oleh pihak yang minta pendaftacdah karena itu,
sewaktu-waktu dapat diggugat oleh orang yang mdeish berhak
atas tanah itu. Pihak yang memperoleh tanah darigoyang sudah
terdaftar pun tidak dijamin, walaupun dia mempdrokanah itu
dengan itikad baik’

Dalam sistem publikasi negatif, jaminan perlindundgaukum yang
diberikan kepada pihak ketiga tidak bersifat mutakerti pada sistem
publikasi positif. Pihak ketiga masih selalu berhaiti dan tidak boleh
mutlak percaya pada apa yang tercantum dalam bekudgftaran
tanah atau surat tanda bukti hak yang dikeluarkanny

Dalam sistem publikasi negatif berlaku asas nems puris, artinya
orang tidak dapat menyerahkan atau memindahkamtedébihi apa
yang dia sendiri punyai.

Seseorang tidak berhak atas bidang tanah tertertgad sendirinya
tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum mexn#laft tanah
tersebut, apalagi mengalinkan kepada pihak lain.

Asas nemo plus yuris ini dalam rangka untuk menkberi
perlindungan kepada pemilik tanah yang tanahnyaadi&i serta
disertipikatkan oleh orang lain yang tidak berhak.

Ciri-ciri sistem publikasi negatif dalam pendaftatanah, yaiti*

9 Boedi Harsono. Op.Cit.him.81-82.
2 Arie S. Hutagalung. Op.Cit., him. 86-87.
L Urip Santoso, S.H., M.H.. Op.Cit. him.266-267.
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1. Sistem pendaftaran tanah menggunakan sistem parataftakta
(registration of deeds

2. Sertipikat yang diterbitkan sebagai tanda bukti baksifat kuat, yaitu
data fisik dan data yuridis yang tercantum dalantipskat dianggap
benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya olei lalikti yang lain.
Sertipikat bukan sebagai alat satu-satunya tankit ftoak.

3. Negara sebagai pendaftar tidak menjamin bahwa fiakadan data
yuridis dalam pendaftaran tanah adalah benar.

4. Dalam sistem publikasi ini menggunakan lembaga |kadsa
(acquisitive verjaringatauadverse possessqve

5. Pihak lain yang dirugikan atas diterbitkannya gétdat dapat
mengajukan keberatan kepada penyelenggara perhaferah untuk
membatalkan sertipikat ataupun gugatan ke pengadiituk meminta
agar sertipikat dinyatakan tidak sah.

6. Petugas pendaftaran tanah bersifat pasif, yaityehamenerima apa
yang dinyatakan oleh pihak yang meminta pendafttaah.

Menurut Arie S. Hutagalung, kelebihan dari sistenblikasi negatif,

adalah??

1. Pemegang hak yang sesungguhnya terlindungi daakpl&in yang
tidak berhak atas tanahnya.

2. Adanya penyelidikan riwayat tanah sebelum penerlsatipikat.

3. Tidak adanya batas waktu bagi pemilik tanah yansursgguhnya
untuk menuntut haknya yang telah disertipikatkahgdihak lain.

Sedangkan menurut Arie S. Hutagalung, kelemahansddem publikasi

negatif, adalah*®

1. Tidak ada kepastian atas keabsahan sertipikat kaetap saat dapat
atau mungkin saja digugat dan dibatalkan jika tetibtidak sah

penerbitannya.

22 Arie S. Hutagalung. Serba Aneka Masalah Tanamu&egiatan Ekonomi. Jakarta: Badan
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 200Zit., him.87.
% |bid,. HIm.87.

Universitas Indonesia

Sertifikat hak guna..., Fransiska KrisnaniBudi Utami, FH Ul, 2011.



41

2. Peranan pejabat pendaftaran tanah/kadaster yangf pidak
mendukung ke arah akurasi dan kebenaran data gecentum dalam
sertipikat.

3. Mekanisme kerja pejabat kadaster yang demikiana(igitransparan)
kurang dapat dipahami masyarakat awam.

b. Sistem publikasi positif
Menurut Effendi Perangin, yang dimaksud dengaresispublikasi
positif dalam pendaftaran tanah adalah apa yak@ndung di dalam
buku tanah dan surat-surat tanda bukti hak yangeluhkkan
merupakan alat pembuktian yang mutlak. Artinya kiheetiga
bertindak atas bukti-bukti tersebut di atas, meatkan perlindungan
yang mutlak, biarpun di kemudian hari ternyata keigan yang
tercantum di dalamnya tidak benar. Bagi mereka ygingyikan akan
mendapat kompensasi dalam bentuk yang“fain.

Lebih lanjut dinyatakan oleh Arie S. Hutagalunglada pendaftaran

tanah yang menggunakan sistem publikasi positiangr yang

mendaftar sebagai pemegang hak atas tanah tidakt diganggu
gugat lagi haknya. Dalam sistem ini, negara sebamdaftar
menjamin bahwa pendaftaran yang sudah dilakukalatatienar>

Ciri-ciri sistem publikasi positif dalam pendaftarenah, adalaff

1. Sistem pendaftaran tanah menggunakan sistem paratafhak
(registration of title3.

2. Sertipikat yang diterbitkan sebagai tanda bukti baksifat mutlak,
yaitu data fisik dan data yuridis yang tercantuntaatasertipikat
tidak dapat diganggu gugat dan memberikan kepeacayang
mutlak pada buku tanah.

3. Negara sebagai pendaftar menjamin bahwa data diaik data

yuridis dalam pendaftaran tanah adalah benar.

24 Effendi Perangin. Hukum Agraria di Indonesia Su@itlliaah dari Sudut Pandang Praktisi
Hukum. Jakarta: Rajawali, 1989, him. 97.

% Arie S. Hutagalung. Serba Aneka Masalah Tanamu#&agiatan Ekonomi. Jakarta: Badan
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.84.

% Santoso,. Op.Cit. him. 264.
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4. Pihak ketiga yang memperoleh tanah dengan itikadk ba
mendapatkan perlindungan hukum yang mutlak.

5. Pihak lain yang dirugikan atas diterbitkannya pétt
mendapatkan kompensasi dalam bentuk yang lain.

6. Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah membutuhkatu wakg
lama, petugas pendaftaran tanah melaksanakan yizgagmgan
sangat teliti, dan biaya yang relatif lebih besar.

Soedino Mertokusumo menyatakan bahwa kebaikan destem

publikasi positif, adalaf’

1. Adanya kepastian dari buku tanah yang bersifatakutl

2. Pelaksana pendaftaran tanah bersifat aktif dain teli

3. Mekanisme kerja dalam penerbitan sertifikat hak taaah mudah
dimengerti orang lain.

Sependapat dengan Sudino Mertokusumo, Arie S. Mg

menyatakan bahwa kelebihan dari sistem publikasitifcadalah?®®

1. Adanya kepastian hukum bagi pemegang sertipikat.

2. Adanya peranan aktif pejabat kadaster.

3. Mekanisme penerbitan sertipikat dapat dengan mutiladtahui
publik.

Kelemahan sistem publikasi positif dikemukakan ol8bedikno

Mertokusumo, yaitu®®

1. Akibat dari pelaksana pendaftaran tanah bersifat, akaktu yang
digunakan sangat lama.

2. Pemilik hak atas tanah yang sebenarnya berhak lddaifangan
haknya.

3. Wewenang pengadilan diletakkan dalam wewenang asknaisi,
yaitu dengan diterbitkannya sertipikat tidak dagiganggu gugat.

Sependapat dengan Soedino Mertokusumo, Arie S. gdlutag

menyatakan bahwa kelemahan sistem publikasi positiflah

2 Mertokusumo, . Op.Cit., him.96.
% Hutagalung. ,0p.Cit., him.86.

*% |bid,. him.96.

% Hutagalung. , Op.Cit., him. 86.
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1. Pemilik tanah yang sesungguhnya akan kehilanganyaakarena
tanah tersebut telah ada sertipikat atas nama pévakyang tidak
dapat diubah lagi.

2. Peranan aktif pejabat kadaster memerlukan waktupdarsarana
yang mahal.

3. Wewenang pengadilan diletakkan dalam wewenang pidaga
administrasi.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemeiidator 24 Tahun

1997 maka sistem publikasi pendaftaran tanah yaggndkan di

Indonesia adalah sistem publikasi negatif dengasumupositif yaitu

sertipikat hanya sebagai surat tanda bukti hak ymergifat kuat dan

bukan merupakan surat tanda bukti yang bersifatlakuiHal ini

berarti bahwa data fisik dan data yuridis yangaetem di dalam
sertipikat tersebut mempunyai kekuatan hukum damishaiterima
hakim sebagai keterangan yang benar selama danjaegdidak ada
alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya. Makzalzla terjadi
sengketa yang berkaitan dengan sertipikat tanabeliat maka

Pengadilanlah yang berwenangan untuk memutuskarbalkhi mana

yang benar dan apabila terbukti sertipikat terseiolatk benar maka

dilakukan perubahan dan pembetulan sebagaimana semeyusnya
tertera di dalam sertipikat.

Maka bukti bahwa sistem publikasi dalam pendaftasaah yang dianut

oleh Undang-Undang Pokok Agraria adalah sistemilgagil negatif yang

mengandung unsur positif, dapat dijelaskan sebzeyiiut™

1. Pendaftaran tanah menghasilkan surat tanda buktiyaag berlaku
sebagai alat pembuktian yang kuat, buka sebaggoeabuktian yang
mutlak. Kata “kuat” disini merupakan ciri sistemigliasi negatif.

2. Sistem pendaftaran tanah menggunakan sistem paratafthak

(registration of titley, bukan sistem pendaftaran aktagjstration of

deed$. Sistem pendaftaran hakegistration of title3 merupakan ciri

sistem publikasi positif.

31 santoso,. Op.Cit. him.271-272.
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3. Negara tidak menjamin kebenaran data fisik dan gatalis yang
tercantum dalam sertipikat. Hal ini merupakan sigtem publikasi
negatif.

4. Petugas pendaftaran tanah bersifat aktif meneditiekaran data fisik
dan data yuridis. Hal ini merupakan ciri sistemIjasi positif.

5. Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikamgn kepastian
hukum. Hal ini merupakan ciri sistem publikasi pibsi

6. Pihak lain yang dirugikan atas diterbitkannya gétdt dapat
mengajukan keberatan kepada penyelenggara perahaterah untuk
membatalkan sertipikat atau mengajukan gugatanekgaulilan agar
sertipikat dinyatakan tidak sah. Hal ini merupakansistem publikasi

negatif.

2.1.8. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Pokmpiarid maka
kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh petak, adalah:
1. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah.
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hatetsebut.
3. Pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sel@dat pembuktian

yang kuat.

Pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kézaitor Pertanahan,
kecuali mengenai kegiatan-kegiatan tertentu yanggdskan kepada
pejabat lain, misalnya kegiatan-kegiatan yang péasaannya bersifat
nasional atau melebihi wilayah kerja Kepala KantBertanahan,
contohnya adalah pengukuran titik dasar teknik dpemetaan
fotogrametri.
Kegiatan pendaftaran tanah terbagi menjadi 2)(dagian, yaitu:
1. Kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali
Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerint@oM&4 tahun 1997
maka yang dimaksud dengan pendaftaran tanah pekalinatauOpzet
ataulntial Registrationadalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan

terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didditxdasarkan
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Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 atauUPenaPemerintah

Nomor 24 Tahun 1997.

Pendaftaran tanah pertama kali dilakukan dengaiu&) (cara, yaitu:

a. Pendaftaran Tanah Secara Sistematik
Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerimt@omM\24 Tahun
1997 maka yang dimaksud dengan pendaftaran tacahasgstematik
adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertamgdad dilakukan
secara serentak yang meliputi semua objek pendaft@mah yang
belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah atsu
desa/kelurahan.
Pendaftaran tanah secara sistematik didasarkan gaata rencana
kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yangetdipkan oleh
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahanddaki Dalam
pelaksanaannya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/dibantu
oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteriegara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan pemerintaioM\®4 Tahun
1997 maka yang dimaksud dengan Ajudikasi adalahatay yang
dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanttk pertama
kalinya, meliputi pengumpulan dan penetapan kelendata fisik dan
data yuridis mengenai satu atau beberapa objekaftarah tanah
untuk keperluan pendaftaran tanahnya.

b. Pendaftaran Tanah Secara Sporadik
Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerit@om\24 Tahun
1997 maka yang dimaksud dengan pendaftaran tamahassporadik
adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertamaraigenai satu
atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayalh bagian
wilayah suatu desa atau kelurahan secara indivataal massal.
Pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan apsimlan wilyah desa
atau kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayaldgfearan tanah

secara sistematik dan dilakukan atas permintaaekgpiak yang
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berkepentingan sehingga dapat dilakukan secaraidgodil maupun
secara massal.
Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mgifp
a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik

Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan daita ditakukan

kegiatan pengukuran dan pemetaan. Kegiatannya uielip

1. Pembuatan peta dasar pendaftaran.

2. Penetapan batas bidang-bidang tanah.

3. Pengukuran dan pemtaan bidang-bidang tanah danuagambpeta
pendaftaran.

4. Pembuatan daftar tanah.
Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftag yaemuat
identitas bidang tanah dengan suatu sistem penom@asal 1
angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997)
Bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan atau dikam nomor
pendaftarannya pada peta pendaftaran dibukukanmdalaftar
tanah. Bentuk, isi, cara pengisian, penyimpananp#smnelinaraan
daftar tanah diatur oleh Menteri Negara Agraria/&apBadan
Pertanahan Nasional.

5. Pembuatan surat ukur
Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisstusbidang
tanah dalam bentuk peta dan uraian (Pasal 1 angkefaturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997).
Bagi bidang-bidang tanah yang sudah diukur sepeatakan dalam
peta pendaftaran, dibuatkan surat ukur untuk kepermpendaftaran
haknya. Untuk wilayah-wilayah pendaftaran tanalasesporadik
yang belum tersedia peta pendaftaran, surat ukwatidari hasil
pengukuran. Bentuk, isi, cara pengisian, penyimpartan
pemeliharaan surat ukur ditetapkan oleh Menteri axeg
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

b. Pembuktian hak dan pembukuannya. Kegiatannya ntelipu

% Urip Santoso, S.H., M.H.. Pendaftaran dan Penalifak Atas Tanah. Jakarta: Kencana,
2010,. Op.Cit. him.33-34.
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Pembukuan hak baru.
Pembuktian hak lama.
Pembukuan hak.

Penerbitan sertipikat. *

Penyajian data fisik dan data yuridis.

o 00k w0 DNPE

Penyimpanan daftar umum dan dokumen.
2. Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanBhhduding atau

Maintenancg
Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan PemerirdaioN24 Tahun
1997 maka yang dimaksud dengan pemeliharaan dataftaran tanah
adalah kegaiatan pendaftaran tanah untuk menyesuallta fisik dan
data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tadaftar nama, surat ukur,
buku tanah, dan sertipikat dengan perubahan-peanbatang terjadi
kemudian.
Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan lap@ijadi perubahan
pada data fisik atau data yuridis objek pendafta@mah yang telah
terdaftar. Pemegang hak yang bersangkutan wajib dafiemkan
perubahan data fisik atau data yuridis tersebuad@pg<antor Pertanahan
Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam bukaita
Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemefiuaior 24 Tahun
1997 maka yang dimaksud dengan Buku Tanah adallbnen dalam
bentuk daftar yang memuat data yuridis dan da&k fsuatu objek
pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.
Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanahritatas®
a. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak, meliputi:

1. Pemindahan hak.

2. Pemindahan hak dengan lelang

3. Peralihan hak karena pewarisan.

4. Peralihan hak karena penggabungan atau peleburserpan atau

koperasi
5. Pembebanan hak.

%Urip Santoso, S.H., M.H.. Pendaftaran dan Peralifak Atas Tanah. Jakarta: Kencana,
2010,. Op.Cit. him.35-36.
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6. Penolakan pendaftaran peralihan dan pembebanan hak.
Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah,utielip

1. Perpanjangan jangka waktu hak atas tanah.

Pemecahan, pemisahan, dan penggabungan bidang tanah
Pembagian hak bersama.

Hapusnya hak atas tanah dan hak milik atas satumaalr susun.

Peralihan dan hapusnya Hak Tanggungan.

o g oA w N

Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan puitsa
penetapan pengadilan.
7. Perubahan nama.

Perubahan data yuridis dapat berupa:

a.

i

Peralihan hak karena jual beli, tukar menukar, ib@emasukan
dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindakdaitaya.
Peralihan hak karena pewarisan.

Peralihan hak karena penggabungan atau peleburaerpan atau
koperasi.

Pembebanan Hak Tanggungan.

Peralihan Hak Tanggungan.

Hapusnya hak atas tanah, Hak Pengelolaan, Hak Mitks Satuan

Rumah Susun dan Hak Tanggungan.

. Pembagian Hak bersama.

Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan pubesgadilan
atau penetapan Ketua Pengadilan.
Perubahan nama akibat pemegang hak yang ganti nama.

Perpanjangan jangka waktu hak atas tanabh.

Perubahan data fisik dapat berupa:

a.
b.

C.

Pemecahan bidang tanah.
Pemisahan sebagian atau beberapa bagian dari hiatzaty

Penggabungan dua atau lebih bidang tanah.
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2.1.9. Kekuatan Pembuktian Sertipikat

Dalam rangka pemberian jaminan kepastian hukum mniindungan
hukum di bidang pertanahan oleh pemerintah makakuklanlah kegiatan
pendaftaran tanah dan kemudian dilanjutkan dengarbilkan sertipikat sebagai
salah satu alat pembuktian yang kuat sebagai ssddih tanda bukti hak
kepemilikan atas tanah.

Maksud dan tujuan dari diterbitkannya sertipikatlada kegiatan
pendaftaran tanah pertama kali adalah agar pemédgdnagtas tanah dapat dengan
mudah membuktikan bahwa dirinya sebagai pemilikgysath dari tanah tersebut
dan sebagai pemegang hak atas tanah tersebutpil@rtberisi keterangan
mengenai data fisik dan data yuridis dari tanabetaut yang telah didaftar dalam
buku tanah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan PemerirdaioN24 Tahun
1997 maka yang dimaksud dengan Sertipikat adalabt danda bukti hak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) budsidang-Undang Pokok
Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaanhtarskaf, hak milik atas satuan
rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masgdah dibukukan dalam
buku tanah yang bersangkutan.

Sifat pembuktian sertipikat sebagai tanda bukti, hgkitu sertipikat
sebagai tanda bukti hak yang bersifat kuat bukathaiu

Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomdal2dn 1997 maka
sifat pembuktian sertipikat sebagai tanda bukti, laalalah:

1. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yanglaker sebagai alat
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan datalig yang termuat di
dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridisetert sesuai dengan data
yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yangrigstan.

2. Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkamp#eat secara sah atas nama
orang atau badan hukum yang memperoleh tanah terdebgan itikad baik
dan secara nyata menguasainya, maka pihak lainrjangsa mempunyai hak
atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksarak tersebut apabila
dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya tigiat itu tidak

mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegatipikat dan Kepala
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Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tigaigajukan gugatan ke
Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penesitgpikat.

Sertipikat yang diterbitkan oleh Kantor PertanaKaibupaten/Kota, yang

ditandatangani oleh pejabat yaitu:

1.

Dalam pendaftaran tanah secara sistematik, seatigikandatangani oleh
Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor téPahan
Kabupaten/Kota.
Dalam pendaftaran tanah secara sporadik yang derdiidividual
(perseorangan), sertipikat ditandatangani oleh kep&antor Pertanahan
Kabupaten/Kota.
Dalam pendaftaran tanah secara sporadik yang #éensibssal. Sertipikat
ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran damld®anan Tanah atas
nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Pihak yang menerima penyerahan sertipikat yanghilikan oleh Kantor

Pertanahan Kabupaten/Kota, adalah:

1.

Untuk hak atas tanah atau hak milik atas satuarahusaisun yang dipunyai
oleh satu orang, sertipikat hanya boleh diserahkapada pihak yang
namanya tercantum dalam buku tanah yang bersamgketzagai pemegang
hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya.

Untuk tanah wakaf, sertipikat diserahkan kepadaziaga atau pihak lain

yang dikuasakan olehnya.

Dalam hal pemegang hak sudah meninggal dunia,ps@ti diterimakan

kepada ahli warisnya atau salah seorang waris depgesetujuan para ahli
waris yang lain.

Untuk hak atas tanah atau hak milik atas satuamahususun kepunyaan
bersama beberapa orang atau badan hukum diterlstdansertipikat, yang
diterimakan kepada salah satu pemegang hak bemasigaenunjukan tertulis
para pemegang hak bersama yang lain.

Untuk Hak Tanggungan, sertipikat diterimakan keppilteak yang namanya
tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan &padia pihak lain yang
dikuasakan olehnya.
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Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Perataaerihtah Nomor 24
Tahun 1997 bahwa sistem publikasi yang dianut olegjara Indonesia adalah
sistem publikasi negatif, namun sistem ini mempurkgdemahan yaitu negara
tidak menjamin kebenaran data fisik dan data ysiriding disajikan dan tidak
adanya jaminan bagi pemilik sertipikat apabila dewavaktu ada pihak lain yang
mengajukan gugatan yang merasa dirugikan atas bidii@nnya sertipikat
tersebut.

Maka untuk melindungi dan memberikan kepastian hukkepada
pemegang hak atas tanah maka sertipikat sebagat wurda bukti hak yang
bersifat mutlak apabila memenuhi unsur-unsur sdaaraulatif, yaitu®*

1. Sertipikat diterbitkan secara sah atas nama orgbadan hukum.
Pengertian sertipikat hak atas tanah adalah detigang diterbitkan oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk objek peéadaf tanah berupa hak
atas tanah.

Pengertian atas nama orang atau badan hukum adeldipikat yang

diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kdtes @mama orang warga
negara Indonesia atau orang asing yang berkeduddikémdonesia, badan
hukum publik atau badan hukum privat, atau badakuimulndonesia atau
badan hukum asing.

Pengertian sertipikat diterbitkan secara sah adalatu sertipikatnya asli
diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kqiaysedur penerbitan
sertipikat hak atas tanah sesuai dengan Perateraerihtah Nomor 24 tahun
1997 juncto Peraturan Menteri Negara Agraria Noghdahun 1997.

2. Tanah diperoleh dengan itikad baik.

Dalam prinsip umum, itikad baik itu pada tiap orasgdangkan itikad buruk
itu harus dibuktikan. Jadi beban pembuktian adeethan pihak yang merasa
mempunyai hak atas tanah tersebut. Yang dimaksadi ibaik dalam hukum
adat, misalnya apabila jual beli tanah dilakukacase tunai dan terang serta
memenuhi syarat-syarat materiil diadakannya judil teesebut. Sedangkan
dalam perkembangan masyarakat madani sekarangaiki deorang calon
pembeli dan calon kreditur dapat dikatakan beritikeaik apabila sebelum

¥ Santoso.,0p.Cit. him.280-282.
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membeli tanah atau menggunakan tanah sebagai jamiteng, meneliti
terlebih dahulu keabsahan dari pemilikan tanalebers dalam hal ini peranan
dari seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)gaebgpembantu”
penyelenggaraan pendaftaran tanah menjadi sang@tigpe

Tanah dikuasai secara nyata.

Hak atas tanah secara fisik nyata dikuasai damdigan oleh pemegang hak
atas tanahnya sendiri, atau digunakan oleh oramg dtau badan yang
mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanghbgrsangkutan.
Maksud menguasai tanah disini adalah hak atas tgaad) berupa eks Hak
Milik yang bersangkutan, atau tanah tersebut diganaoleh pihak lain atas
dasar sewa menyewa tanah antara pemilik tanah dgegsewa tanah.
Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannyaip#éat itu tidak ada yang
mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemeagatpikat dan Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat ataumak tmengajukan
gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanapesterbitan sertipikat.
Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannydipédt hak atas tanah oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tidak ada pihak yang mengajukan
keberatan secara tertulis kepada pemilik sertipidah Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk memintdbgtelan sertipikat,
ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan enengenguasaan tanah
atau penerbitan sertipikat tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahu6 d88 Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 maka macam-macatpilsatr dilihat dari

objek pendaftaran tanahnya, adalah:

© N o 0o~ W DhPE

Sertipikat Hak Milik.

Sertipikat Hak Guna Usaha.

Sertipikat Hak Guna Bangunan Atas Tanah Negara.
Sertipikat Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Pefageio
Sertipikat Hak Pakai Atas Tanah Negara.

Sertipikat Hak Pakai Atas Hak Pengelolaan.

Sertipikat Tanah Hak Pengelolaan.

Sertipikat Wakaf Tanah Hak Milik.
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9. Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
10. Sertipikat Hak Milik Atasa Satuan Non-Rumah Susun.
11. Sertipikat Hak Tanggungan.

Sedangkan hak-hak atas tanah yang tidak diterbiglaatipikat sebagai
tanda bukti haknya, adalah:

1. Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik.
2. Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik.
3. Hak Sewa Untuk Bangunan.

Demikian  pentingnya peranan sertipikat, sehingga ku&&n
pembuktiannya tidak hanya berlaku eksternal/tenpapiak luas, tetapi juga
mempunyai daya kekuatan internal, yakni memberikasa aman bagi para
pemegang/pemiliknya serta ahli warisnya agar alaiismya di kemudian hari
tidak mengalami kesulitan, dalam arti tidak perlerdusah payah untuk
mengurusnya, paling-paling harus menjaga keamamarsgrta menghindari
kerusakannya. Pemilik sertipikat harus dapat menjegamanan sertipikat dari
kerusakan atau kehilangan. Ahli waris dari pemiBkrtipikat mempunyai
kewajiban mendaftarkan peralihan hak karena peamralam waktu 6 (enam)
bulan sejak pemilik sertipikat meninggal dunia keankor Pertanahan
Kabupaten/Kota setempat. Kalau pendaftaran pewatesaebut dilakukan dalam
waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulam sejak pemdéctipikat meninggal dunia,
maka tidak dipungut biaya pendaftaran.

Berdasarkan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomdal2dn 1997 maka
yang menjadi faktor-faktor penyebab diterbitkanngartipikat baru sebagai
sertipikat pengganti, adalah:

1. Sertipikat rusak.

2. Sertipikat hilang.

3. Sertipikatnya menggunakan blanko sertipikat yadgktidigunakan lagi.

4. Sertipikatnya tidak diserahkan kepada pembeli telaalam suatu lelang
eksekusi.

Prosedur penerbitan sertipikat baru sebagai seatipengganti, adalafi:

% Santoso, .Op.Cit. him.273-274.
% |bid. HIm. 286-287.
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. Adanya permohonan yang diajukan oleh pihak yangamgan tercantum
sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bergangitau pihak lain
yang merupakan penerima hak berdasarkan akta P&ab#uat Akta Tanah
(PPAT), atau penerima hak berdasarkan kutiparahdalang.

Dalam hal pemegang hak atau penerima hak sudahnguahi dunia,
permohonan sertipikat pengganti dapat diajukan aleln warisnya dengan
menyerahkan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

. Adanya pernyataan di bawah sumpah dari pemohon pemgnagkutan di
hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotanpet atau pejabat
yang ditunjuk mengenai hilangnya sertipikat hakgybarsangkutan.

. Adanya pengumuman 1 (satu) kali dalam salah satat skabar harian
setempat atas biaya pemohon. Masa pengumuman uerselama 30 (tiga
puluh) hari.

. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihglsejak hari pengumuman
tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai ateabitkannya sertipikat
pengganti tersebut atau ada yang mengajukan kehea&&n tetapi menurut
pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupatea/Betempat keberatan
tersebut tidak beralasan, diterbitkan sertipikatub®alam hal penggantian
sertipikat karena rusak atau pembaharuan blankikat, sertipikat yang
lama ditahan dan dimusnahkan.

. Penggantian sertipikat hak atas tanah atau hak at#is satuan rumah susun
yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalatand) eksekusi
didasarkan atas surat keterangan dari Kepala Kartelang yang
bersangkutan yang memuat alasan tidak dapat diseraha sertipikat
tersebut kepada pemenang lelang.

. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihgisejak hari pengumuman
ada yang mengajukan keberatan dan dianggap berdiaberatan tersebut,
maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempenolak
menerbitkan sertipikat pengganti.

. Mengenai dilakukannya pengumuman, penerbitan gatipbaru sebagai
sertipikat pengganti, dan penolakan penerbitanipgat baru sebagai
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sertipikat pengganti dibuatkan berita acara olehntéa Pertanahan
Kabupaten/Kota setempat.

8. Penggantian sertipikat dicatat pada buku tanah pargangkutan.

9. Sertipikat pengganti diserahkan kepada pihak yaegomon diterbitkannya
sertipikat tersebut atau oleh orang lain yang dibkuasa untuk
menerbitkannya.

10.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempaiguneumkan telah
diterbitkannya sertipikat pengganti untuk hak datash atau Hak Milik Atas
satuan Rumah Susun dan tidak berlakunya lagi geatiyang lama dalam

salah satu surat kabar harian setempat atas besyahon.

2.2.  Asas Pemisahan Horizontal

Negara Indonesia dalam hukum tanahnya berdasatkdeunrhadat yang
menganut asas pemisahan horizontal, dimana yangkdud dengan asas
pemisahan horizontal adalah asas ini memisahkaenkié#kan antara tanah
dengan bangunan yang terdapat di atasnya, sehkeggamilikan antara pemilik
tanah dengan pemilik bangunan yang berada diata$ tersebut bisa merupakan
orang yang berbeda.

Penerapan asas pemisahan horisontal dapat dibfend?asal 4 ayat (2)
UUPA yang menentukan wewenang pemegang hak ataah tamtuk
menggunakan tanahnya, demikian pula tubuh bumadaserta ruang yang ada di
atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yamgsung berhubungan
dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas um&madang Undang ini dan
peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Kata sekediperlukan dalam pasal
tersebut, menunjukan bahwa kewenangan untuk meaggartubuh bumi dan air
serta ruang yang ada di atasnya tidak serta menpa harus terkait dengan
penggunaan tanahnya. Oleh karena itu jika di tulwiinya terdapat kekayaan
alam, maka tidak menjadi bagian dari hak yang ldimya tapi menjadi
kewenangan negara untuk mengaturnya, seperti ydegtukan dalam pasal 8
UUPA. Pasal ini menentukan bahwa atas dasar halguasai negara, diatur
pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam, laimaan ruang angkasa.
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Pasal ini yang kemudian menjadi pangkal bagi Isfairpengaturan di bidang
pertambangar’

Penerapan asas pemisahan horizontal juga dapaipdijdalam Pasal 35
ayat 1 UUPA yang menyatakan bahwa Hak Guna Bang(ii&m) adalah hak
untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atashtafang bukan miliknya
sendiri, dalam waktu tertentu. Tanah yang bukalknya sendiri bisa berupa
tanah negara, tanah milik orang lain, ataupunhatengan Hak Pengelolaan.
Apabila jangka waktu berlakunya itu habis, tanahalan kembali pada asalnya,
yang tanah negara akan kembali menjadi tanah nefgarekian pula terhadap
tanah hak milik orang lain. Terhadap bangunan yaegliri di atas tanah bekas
HGB yang berasal dari tanah negara ditentukan ddkasal 37 Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Miligk buna Usaha, dan Hak
Guna Bangunan. Ketentuan ini menyatakan apabila H@Ba berlakunya habis,
dan tanahnya kembali menjadi tanah negara, makguban dan benda lain yang
ada di atasnya harus dibongkar dalam waktu satintabtelah masa berlakunya
hak tersebut habis. Jika hal itu tidak dilakukaamdunan tersebut akan dibongkar
oleh Pemerintah dengan biaya yang dibebankan kepadailik bangunan.
Apabila bangunan tersebut masih diperlukan, kepeshailik bangunan tersebut
mendapatkan ganti rugi yang bentuk dan besarnyasdillan pada kesepakatan
para pihak. Ketentuan ini secamaitatis mutandiguga berlaku terhadap bangunan
yang berdiri di atas tanah milik orang lain mauglinatas tanah dengan Hak
Pengelolaan. Kewajiban untuk menyerahkan tanahmfand keadaan kosong
kepada pemilik tanahnya, diatur dalam Pasal 38t&ara Pemerintah Nomor 40
Tahun 1996°

Penerapan asas pemisahan horizontal juga daphatddalam Pasal 44
UUPA yang mengatur tentang Hak Sewa Untuk Bangugang menentukan
bahwa seseorang atau suatu badan hukum dapat ngemalean tanah milik
orang lain untuk keperluan bangunan dengan memik&pada pemilik tanahnya

sejumlah uang sebagai sewanya. Kondisi ini akanyeiebkan kepemilikan

3 Prof. Eman Ramelan, “Asas Pemisahan HorizontalamaHukum Tanah Nasional,”
http://gagasanhukum.wordpress.com/2009/01/05/asassphan-horizontal-dalam-hukum-tanah-
nasional-bagian-iij/diunduh 8 Oktober 2010.

38 H

Ibid.
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bangunan dan tanahnya berada dalam subyek yangdaetbepemilikan hak atas
tanah tidak dengan sendirinya meliputi bangunam thnaman yang ada di
atasnya. Dengan demikian perbuatan hukum mengemaiht tidak dengan
sendirinya meliputi pula bangunan dan tanaman yaaey di atasnya. Dalam
konteks ini pembebanan hak atas tanah dengan hgguagan tidak serta merta
meliputi pula bangunan dan atau benda-benda laig gala di atasnya, kecuali
dinyatakan secara tegds.

Berdasarkan Pasal 500 dan Pasal 571 Kitab Undadgsgn Hukum
Perdata maka dalam hukum tanah negara-negara yanggomakan apa yang
disebut dengan “Asas Accessie” atau “Asas PerlakaBangunan dan tanaman
yang ada di atas dan merupakan satu kesatuan denggn merupakan bagian
dari tanah yang bersangkutan. Maka hak atas tasabad sendirinya, karena
hukum, meliputi juga pemilikan bangunan dan tanahiyeng ada diatas tanah
yang dihaki, kecuali kalau ada kesepakatan lairgaerpihak yang membangun
atau menanamny4.

Pada umumnya bangunan dan tanaman yang ada diasdsadalah milik
yang empunya tanah. Tetapi hukum tanah kita meraigumapa yang disebut
dengan asas Hukum Adat (yang dalam bahasa belasdbut ‘horozontale
scheiding). Bangunan dan tanaman bukan merupakan bagianateh. Maka
hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputiilgean bangunan dan tanaman
yang ada di atasnya.

Perbuatan hukum mengenai tanah tidak dengan seyalirmeliputi
bangunan dan tanaman milik yang empunya tanah yalag diatasnya. Jika
perbuatan yang dimaksudkan meliputi juga banguremtdnamannya, maka hal
itu secara tegas harus dinyatakan dalam akta yasgboktikan dilakukannya
perbuatan hukum yang bersangkutan tersebut.

Perbuatan hukum yang dilakukan bisa meliputi tapatsaja. Atau hanya
meliputi bangunan dan atau tanamannya saja, yamydian dibongkar (“adol
bedol”) atau tetap berada diatas tanah yang betstarg (“adol ngebregi”).

Perbuatan hukumnya pun bisa meliputi tanah bebkangunan dan atau tanaman

% |bid.
“Harsono, op. cit., him. 20.
“1bid.
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keras yang ada di atasnya, dalam hal mana apadyanradcsudkan tersebut wajib
secara tegas dinyatakén.

2.3.  IMB (lzin Mendirikan Bangunan)

Secara umum, IMB adalah izin untuk mendirikan, merbaiki,

menambah, atau merenovasi suatu bangunan. SelalMB juga dapat diartikan
sebagai izin kelayakan menggunakan bangunan (ubpd&mgunan yang sudah
berdiri) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daérah.
Lebih jauh, IMB adalah izin yang diberikan oleh mgmtah daerah kepada
seseorang atau sebuah badan untuk mendirikan Baagunan. Tujuannya, agar
desain dan pelaksanaan pembangunannya sesuai dengana tata ruang yang
berlaku. Selain itu, desain dan pelaksanaan perabangtersebut juga harus
sesuai dengan koefisien dasar bangunan, koefiggldangunan, dan koefesien
ketinggian bangunan yang ditetapkan sesuai dengaratssyarat keselamatan
bagi yang menempati bangunan tersébut.

Pada prinsipnya, IMB bertujuan agar terjadi kesarmaantara lingkungan
dan bangunan sehingga sebelum seseorang atau dedd@m usaha diberikan
IMB maka pemerintah dapat melakukan analisis texpadesain bangunan
tersebut untuk memastikan apakah bangunan terssbdbh memenuhi
persyaratan bangunan dan lingkungan.

Persyaratan lingkungan bangunan meliputi beberaphehnikut?®

1. Penentuan garis sempadan (batas minimal banguteim dibangun dari batas
lahan depan, atau batas sungai, atau batas alanydaiGuna garis sempadan
adalah agar setiap rumah dibangun dengan kepedettzedap lingkungan)
Larangan untuk mendirikan bangunan di luar gamspselan

Pelampauan batas yang diperkenankan

Ruang kosong belakang bangunan

o b~ 0N

Pembangunan sampai batas-batas persil dan jaraador@ngunan-bangunan

“2bid., him. 21.

“3Awan Muhammad. Cara Mudah Menurus IMB Jogja, BagduJakarta, Medan, Surabaya.
Yogyakarta: Kata Buku, 2010. HIm.18

“Muhammad,.Loc.cit..him.18

“*Ibid, him. 19.

4 Muhammad,.Op.cit. him. 19.
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Keadaan tanah tempat bangunan
Sambungan persil dengan jalan

Syarat-syarat keindahan

© © N o

Pemisah-pemisah di sepanjang halaman-halaman muka
10.Pagar di sepanjang halaman belakang

Persyaratan bangunan ditetapkan untuk beberageetiklit*’
Luas denah bangunan

Tinggi bangunan

Ukuran-ukuran ruang

Cahaya dan pembaharuan hawa

Penerangan dan pembaharuan udara

Pembaharuan udara mekanis

N o ok~ wDbdRE

Perlengkapan keluar
Catatan : apabila seseorang atau sebuah badan gsafah dalam proses
persyaratan bangunan dan lingkungan saja maka dapatikan bahwa pihak
tersebut tidak akan memperoleh IMB.
Tujuan IMB dapat dibedakan menjadi dua berdasasdwiut pandang
berbeda, yaitu sudut pandang pemerintah dan swhaapg pemilik bangunan.
Tujuan IMB menurut pemerintah adalah sebagai beffku
1. Terciptanya bangunan yang fungsional, sesuai demg@anbangunan yang
serasi dan selaras dengan lingkungannya.

2. Terwujudnya ketertiban penyelenggaraan bangunag ryemjamin keandalan
teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, &eseldan kemudahan.

3. Terciptanya kepastian hukum dalam penyelenggaraarguman. Dengan
ditetapkannya IMB, pemerintah dapat memantau apkktntuan-ketentuan
yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dekeyayataan atau perlu
diubah dalam tataran tertentu.

4. IMB dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah. g&enadanya
permohonan IMB, pendapatan pemerintah akan bertarkbeena pemohon

harus membayar retribusi terlebih dahulu untulapeitviB.

4" 1bid. him. 20.
“8 1bid. him. 21.
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Terwujudnya lingkungan perkotaan yang berjati diproduktif, dan
berkelanjutan.

Sementara itu, tujuan IMB bagi pemilik bangunaniauaebagai berikdt

1.
2.

3.

Demi adanya kepastian hukum.
Demi adanya kepastian hak seseorang atau badama asat penggunaan
bangunannya.

Demi kemudahan mendapat fasilitas.

Manfaat IMB bagi pemilik atau pengguna bangunaituy3

1.
2.

Adanya jaminan kepastian hukum
Adanya jaminan kemanfaatan dan keselamatan bangesaanai dengan

persyaratan yang berlaku.

3. Adanya jaminan mendapatkan pelayanan umum utkaée.

Adanya jaminan mendapat asuransi.

5. Nilai teknis dan ekonomis bangunan menjadi lemgdi.

Manfaat IMB bagi masyarakat, yaitu adanya jaminasekamatan dan

keserasian bangunan dan lingkungan.

Manfaat IMB bagi pemerintah daerah, yaitu:

1.

Adanya alat untuk pengendalian penyelenggaraanuinamg

2. Adanya jaminan terwujudnya tertib penyelenggaraarghnan.
3.
4. Terwujudnya kabupaten/kota yang layak huni dareledjri.

Adanya jaminan tertib pengendalian utilitas kota.

Manfaat bagi pemerintah, yaitu adanya jaminan tprnya tertib

penyelenggaraan bangunan.

Jenis-jenis IMB berdasarkan kesiapan rencana bamgya, yaitur

1.

IMB Biasa

IMB biasa dikeluarkan jika rencana bangunan tekguai dengan ketentuan
teknis dan tata kota.

IMB Bersyarat

Imb ini dikeluarkan jika rencana bangunan masilupgenyesuaian teknis.

“lbid. him. 21.
*® Muhammad,.Op.cit.. him. 21.
*bid. him.22.
*2 |bid. him. 23.
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3. IMB Bersyarat Sementara
IMB ini dikeluarkan jika rencana bangunan terletdk daerah perbaikan
kampung, MHT, dibuat dari bahan material sementara.

4. IMB Bersyarat Sementara Berjangka
IMB dikeluarkan jika rencana bangunan berdasarlamlgan teknis dan tata
kota diberikan untuk digunakan sementara.

Dasar hukum pemberian IMB bagi Perusahaan Indbhstpatokan pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomhorahun 1993. Dalam
Pasal 2 peraturan ini, Perusahaan Kawasan InéusatriPerusahaan Industri yang
akan mendirikan bangunan dan sarana penunjangnyii vwmaengajukan
permohonan IMB. Permohonan IMB tersebut diajukamakia Bupati atau
Walikota di seluruh Indonesia dan Undang-Undang Bilor84 Tahun 2000
Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dimana IMBolergy dalam jenis pajak
Kabupaten/Kota sehingga besar biaya IMB ditentukaleh pemerintah
Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Badan yang berwenang untuk menerbitkan IMB berlaedetiap daerah.
Di daerah DKI Jakarta bernama Dinas Penataan dagal&san Bangunan
(P2B), di daerah Jambi bernama Kantor PelayanaiziRar Terpadu (KPPT),
sedangkan di daerah Yogyakarta bernama Dinas PaniDaeralt’®

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nombahun 1993 maka
persyaratan umum IMB untuk industri adaf4h:

1. Rekaman Surat Izin Lokasi.

2. Rekaman KIP atau bukti diri penandatanganan permaio

3. Bagi perusahaan yang berstatus badan hukum/badédra,usemohon wajib
melampirkan Rekaman Akta Pendirian Perusahaan. Bgggrasi, pemohon
harus menyodorkan Rekaman Anggaran Dasar yang sliskikan.

4. Surat Kuasa. Surat ini diperlukan jika penandatangarmohonan tidak
dilakukan oleh pemohon sendiri.

5. Rekaman sertipikat hak atas tanah atau bukti gexaléanah.

6. Rekaman tanda pelunasan PBB tahun terakhir.

3 bid. him. 24.
¥ 1bid. him. 25.
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7. Surat Pernyataan pemohon tentang kesanggupan nten@gusyaratan-
persyaratan teknis bangunan sesuai dengan Pedoehkars lyang ditetapkan
oleh Menteri Pekerjaan Umum. Dalam hal ini, pemohaa harus sanggup
untuk mematuhi persyaratan garis sempadan jalafisien dasar bangunan
dan koefisien lantai bangunan yang ditetapkan Blerintah Daerah.

8. Rekaman rencana tata bangunan dan prasarana Kawakestri. Rekaman
ini disetujui Bupati/Walikotamadya untuk seluruhlayah Indonesia atau
disetujui Gubernur untuk DKI Jakarta. Untuk perwsah industri yang
berlokasi di kawasan industri, pemohon wajib meukkan lokasi kapling
untuk bangunan yang bersangkutan.

Persyaratan mengurus IMB untuk Bangunan Bukan Rufirajyal, yaitu®

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1 lembar.

2. Fotokopi surat-surat tanah 1 set. Surat-suratapatl berupa salah satu surat
dibawabh ini:

a. Sertipikat tanah

b. Surat Keputusan Pemberian Hak Penggunaan Atas TeleAhPejabat
yang berwenang dari instansi pemerintah yang mesagtanah tersebut.

c. Fatwa tanah atau rekomendasi dari Kanwil BPN Pyl Jakarta atau
Kantor Pertanahan setempat.

d. Surat Keputusan Walikotamadya untuk penampungae rstina.

e. Surat Persetujuan/penunjukkan Gubernur untuk baguiersifat
sementara, bangunan di atas prasarana, banguatasdiir atau bangunan
khusus.

f. Rekomendasi dari Kantor Pertanahan dengan peta lpekhbebasan
tanah. Surat pernyataan dari instansi Pemerintau aemimpin
Proyek/Tim Pembebasan Tanah, khusus untuk Bandeeaerintah.

3. Untuk surat tanah tersebut harus dilampirkan speatyataan bahwa tanah
yang dikuasai dan atau dimiliki tidak dalam sengldzri pemohon.

4. Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT Gddorernur, baik yang
diisyaratkan.

%5 |bid. him. 47-50.
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5. Keterangan dan Peta Rencana Kota dari Dinas/SukwasDiTata Kota
sebanyak minimal 7 lembar.

6. Peta Kutipan Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinaskubangunan yang telah
memiliki IMB dan digunakan untuk kegiatan perbaikgrubahan dan atau
penambahan sebagai pengganti keterangan dan PetarfReKota tersebut
minimal sebanyak tujuh set.

7. Gambar rancangan Arsitektur Bangunan minimal tgehdan fotokopi surat
izin bekerja Perancang Arsitektur sebanyak 1 lembar

8. Bagi bangunan yang disyaratkan, gambar rancangsiteldur bangunan
tersebut harus dilengkapi hasil penilaian/penelitidari Tim Penasehat
Arsitektur Kota (TPA).

9. Perhitungan dan gambar struktur bangunan untukusemgdan laporan hasil
penyelidikan tanah sebanyak minimal tiga set dettzkopi surat izin bekerja
Perencana Struktur bagi yang disyaratkan sebanjerkiar.

10. Perhitungan, gambar instalasi dan perlengkapannyamal tiga set serta
fotokopi surat izin bekerja Perencana Instalasi glentengkapannya, bagi yang

disyaratkan sebanyak 1 lembar.

3. Duduk Perkara
3.1. Kasus Posisi

Dalam Thesis ini, penulis akan mengkaji mengendausain Mahkamah
Agung Nomor 40 K/PDT/2009 yang menolak permohonasaki dari Tan Kim
Sui alias Gobang sebagai Tergugat atau PemohorsiK&@smana kasus tersebut
bermula dari Lie Tjai Kiang alias Susanto sebagaiggugat sebagai pemegang
hak atas tanah atau pemilik sah atas bidang-bitemagh yang terletak di Jalan
Jembatan Besi Raya Nomor 30, Kelurahan Jembatan IBssamatan Tambora,
Kotamadya Jakarta Barat seluas kurang lebih 41@empat ratus sepuluh meter
persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Guna Banguraanadx 00609 atas nama Lie
Tjai Kiang alias Susanto dan sebagaimana diuradledam Surat Ukur tanggal 1
Februari 2005 Nomor 00004/2005. Lie Tjai Kiang sli@usanto mendapatkan
tanah tersebut melalui proses hukum pertanahanhenaku yaitu pada tanggal 3
Juni 2003 melalui jual beli dari pemilik sebelumnyaitu Nyonya Itjih Sukarsih
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dan Tjong Jun Fan atas objek tanah yang terletalaldin Jembatan Besi Raya
Nomor 30 (dahulu Duri Baru Rt. 0015/05) Kelurahembatan Besi, Kecamatan
Tambora, Kotamadya Jakarta Barat seluas kurang [EBI82 m2 (seribu enam
ratus delapan puluh dua meter persegi) sebagaiyeama ternyata dalam Akta
Jual Beli Nomor 146/TB/2003 yang dibuat di hadapdataris/PPAT Eny
Haryanti, S.H., Notaris/PPAT daerah kerja Kotamadigiearta Barat dengan bukti
kepemilikan hak atas tanah yaitu Sertipikat Hak &uBangunan Nomor
145/Jembatan Besi yang diterbitkan tanggal 7 NowembO85. Kemudian
dilakukanlah pemecahan sertipikat atas Sertipikak Buna Bangunan Nomor
145/Jembatan Besi pada Kantor Pertanahan Kotamddkarta Barat dan
pemecahan (pembetulan) atas luas Pajak Bumi daguBannya (PBB) pada
Kantor Pelayanan PBB Jakarta Barat Satu. Maka [a& Kiang alias Susanto
adalah pemilik sah atas bidang tanah aquo yanetakrdi Jalan Jembatan Besi
Raya Nomor 30 Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatanbdia, Kotamadya
Jakarta Barat seluas 410 m2 (empat ratus sepuldér rpersegi) berdasarkan
Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00609 dan SPHBB HNOP):
31.74.040.005.011-0163.0.

Pada awalnya tanah yang terletak di Jalan JemizssinRaya Nomor 30
Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kotgandakarta Barat dengan
Hak Guna Bangunan nomor 145 berasal dari Sertipik#t Pakai Nomor 11 atas
nama Halim Tanzil yang kemudian dibeli oleh Nyor#n dan tertuang dalam
Akta Jual Beli yang dibuat oleh R. Sudibyo Joyoreta, S.H. pada tanggal 26
April 1983 Nomor 25/JB/JBN/1983 yang kemudian diddfan di Agraria pada
tanggal 11 Mei 1983. Namun Sertipikat Hak Pakai Worhl tersebut hapus
sehingga status tanah tersebut menjadi Tanah Neégagan SK Gubernur DKI
Jakarta tanggal 26 Oktober 1985 Nomor 2680/1140/H&# dan Gambar
Situasi Nomor 32/5780/1984 menjadi Hak Guna Bangumomor 145.
Kemudian Hak Guna Bangunan tersebut beralih kepa€aTjai Kiang alias
Susanto yang tertuang dalam Akta Jual Beli yangiatitoleh dan di hadapan
Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Enny Haryanhl. $ada tanggal 3 Juni
2003 Nomor 146/TB/2003 didaftarkan di Badan PethianaNasional Jakarta
Barat pada tanggal 11 Juli 2003. Kemudian Hak GBaagunan Nomor 145
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pecah menjadi 3 (tiga) bidang, masing-masing y&iak Guna Bangunan Nomor
397, Hak Guna Bangunan Nomor 607, dan Hak Guna @wwrg Nomor
609/Jembatan Besi.

Tanah yang terletak di Jalan Jembatan Besi RayaoN@® Kelurahan
Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kotamadya JaBartat tersebut pada
awalnya merupakan empang yang kemudian didirikagir@an gedung bioskop
yang dibangun pada tahun 1971 oleh Edi Susantodiailiki oleh pemilik
lamanya yaitu Halim Tanzil yang kemudian dijualtoldalim Tanzil dan dibeli
oleh Nyonya ltjih dengan Akta Jual Beli yang dibwéh R. Sudibyo Joyo
Pranoto, S.H. pada tanggal 26 April 1983 Nomor RABN/1983 dan didaftar di
Agraria pada tanggal 11 Mei 1983 dan di bagian sagmya terdapat bangunan-
bangunan kios yang telah berdiri sejak lama datafet tembok pembatas antara
bangunan kios dengan gedung bioskop tersebut, dintemgunan kios-kios
tersebut berupa petak-petak dengan ukuran luasigiagsing petaknya 3mxé6m
dan petak-petak tersebut didapat dan merupakangpetign dari Kopro Banjir
yang merupakan pindahan dari Kali Angke yang dimiah Yayasan Siliwangi
dan diketuai oleh Subagyo dan kios-kios tersebrdibeli atas tanah negara.

Namun ternyata tanpa sepengetahuan Lie Tjai Kiliag Susanto, di atas
sebagian tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No@&0®milik Lie Tjai Kiang
alias Susanto tersebut ternyata didirikan banguenpa kios-kios tanpa seijin
dari pihak Lie Tjai Kiang alias Susanto, yang kemn Lie Tjai Kiang alias
Susanto ketahui bangunan kios-kios tersebut dipedcan oleh Then Shin Djiu,
Karen Sugianto, dan Tan Kim Sui alias Gobang. Yéipgrkirakan oleh Lie Tjai
Kiang alias Susanto, bangunan kios-kios terseldlitikiin di atas tanahnya seluas
lebih kurang 191 m2 (seratus sembilan puluh sattempersegi) sehingga
menyebabkan Lie Tjai Kiang alias Susanto merasera¢dn dengan adanya
bangunan kios-kios yang didirikan oleh Then ShimuDaren Sugianto, dan Tan
Kim Sui alias Gobang, karena Lie Tjai Kiang al&ssanto sebagai pemilik yang
berhak atas tanah tersebut tidak pernah merasatpenelakukan perbuatan
hukum apapun untuk terjadinya peralihan hak kepHgen Shin Djiu, Karen
Sugianto, dan Tan Kim Sui alias Gobang. SehinggaTlai Kiang alias Susanto

sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut mérakdak kebendaannya
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(vermogensrechtatas tanah seluas 410 m2 (empat ratus sepuludr petseqgi)
terlanggar dan merasa sangat dirugikan atas timdd&a Then Shin Djiu, Karen
Sugianto, dan Tan Kim Sui alias Gobang dan menuwatag perbuatan melawan
hukum yang dilakukan oleh Then Shin Djiu, Karen i@ntp, dan Tan Kim Sui
alias Gobang dikarenakan Lie Tjai Kiang alias Stsaedang melakukan proyek
pembangunan di atas tanah miliknya sehingga prpgekbangunan yang sedang
dilakukan oleh Lie Tjai Kiang alias Susanto menja&ihambat dan tidak dapat
diselesaikan. Sedangkan para Tergugat yaitu Then[3iu, Karen Sugianto, dan
Tan Kim Sui alias Gobang merasa tidak melakukaralkban atas berdirinya
bangunan kios-kios yang berada di tanah milik Tjai Kiang alias Susanto
karena para Tergugat memperoleh hak kepemilikamkaba-kios tersebut dengan
cara membeli dari pemilik semula yaitu bahwa ThenE@iu membeli kios dari
Napsiah yang kiosnya berada di antara kios-kicebeit dengan gedung bioskop,
sedangkan kios-kios milik Karen Sugianto, dan Tam Kui alias Gobang berada
di luar tanah untuk rencana jalan dan Para Terdidgkt pernah mendirikan kios-
kios tersebut yang dapat dibuktikan dari bukti-bufdang dimiliki oleh para
tergugat bahwa bangunan kios-kios tersebut telatirbgauh sebelum Lie Tjali
Kiang alias Susanto memperoleh hak atas tanahbtgrseehingga menurut para
tergugat sangat tidak masuk akal apabila Lie Tjani alias Susanto menyatakan
bahwa para tergugat telah mendirikan kios-kiosetaus tanpa seijin dari pihak
Lie Tjai Kiang alias Susanto padahal bangunan kios-tersebut telah berdiri
jauh sebelum Lie Tjai Kiang alias Susanto mendapatianah tersebut. Hal ini
dapat terlihat dari Lie Tjai Kiang alias Susantaubmemperoleh hak atas tanah
tersebut pada tanggal 3 Juni 2003 melalui jual deli pemilik yang semula
sedangkan bangunan kios-kios tersebut telah beddin dimiliki oleh para
tergugat melalui jual beli dengan pemilik semula tielah mendapatkan ijin dan
rekomendasi dari instansi yang berwenang sehinggatprgugat memiliki itikad
yang baik dan merupakan pemilik yang sah atas Kmstersebut, jauh sebelum
Lie Tjai Kiang alias Susanto memperoleh hak ataahiadan para tergugat tidak
pernah mendirikan kios-kios tersebut, sehingga peEgugat merasa bahwa para
tergugat tidak melakukan perbuatan hukum sepeng ytuntut oleh pihak Lie

Tjai Kiang alias Susanto maka terjadilah sengkatett antara pihak Lie Tjai
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Kiang alias Susanto dengan pihak Then Shin DjiugK&ugianto, dan Tan Kim
Sui alias Gobang dan kemudian pihak Lie Tjai Kiatigs Susanto mengajukan
gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagmhia untuk menuntut
keadilan karena merasa hak-hak kebendaannya téigghr oleh Then Shin
Djiu, Karen Sugianto, dan Tan Kim Sui alias Gobdeggan kedudukan Lie Tjai
Kiang alias Susanto sebagai Penggugat dan Then[3iirsebagai Tergugat I,
Karen Sugianto sebagai Tergugat Il, dan Tan Kim &8ias Gobang sebagai

Tergugat Ill.

3.2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor:
159/Pdt.G/2005/PN.JKT.BAR
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan, saksi-daksbukti-bukti
yang diberikan oleh para pihak yaitu pihak Lie Tfaang alias Susanto sebagai

Penggugat dan Then Shin Djiu sebagai Tergugat rerfKeéSugianto sebagai

Tergugat I, dan Tan Kim Sui alias Gobang sebagaigigat Il diatas, maka

Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan:

1. Dalam eksepsi, menolak eksepsi dari Para Tergugat

2. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan Penggugak sebagian

3. Menyatakan bahwa bukti Sertipikat Hak Guna Bangudamor 00609 yang
diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00004/2005 tang@aFebruari 2005
adalah sah menurut hukum.

4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dan baditdaik atas tanah yang
terletak di Jalan Jembatan Besi Raya Nomor 30,r&le&in Jembatan Besi,
Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat sell@sn®? (empat ratus
sepuluh meter persegi).

5. Menyatakan sebagai hukum para Tergugat telah maakuperbuatan
melawan hukum terhadap hak Penggugat.

6. Menghukum kepada para tergugat untuk mengosongkaahtPenggugat
dimaksud dalam keadaan kosong dan tanpa syarith s&tu bulan putusan

ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
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7. Menghukum kepada para tergugat untuk membayar pakga sebesar Rp
1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulete#fambatan pelaksanaan isi
putusan ini.

8. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perksebesar Rp
1.419.000,- (satu juta empat ratus sembilan béasruapiah).

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

3.3. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 37®DT/2007/PT.DKI

Para Tergugat yaitu Then Shin Djiu sebagai Tergligtiren Sugianto
sebagai Tergugat Il, dan Tan Kim Sui alias Gobaetzpgai Tergugat Il karena
merasa tidak puas atas Putusan Pengadilan NegdeartalaBarat Nomor :
159/Pdt.G/2005/PN. JAK.BAR maka mengajukan Bandi@d?engadilan Tinggi

Jakarta yang kemudian disebut sebagai Pembandir@ehbanding 1l, dan

Pembanding Il dengan Lie Tjai Kiang alias Susas#iagai Penggugat atau

Terbanding. Setelah membaca, meneliti dan mencemmainori banding dari

Para Tergugat atau Pembanding I, Pembanding Il,bBeding Ill dan kontra

memori banding dari Pengggugat atau Terbandinyaéartidak terdapat hal-hal

yang dapat melemahkan putusan perkara a quo térseda Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jakarta Barat mempertahankan manguatkan Putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 159/Pd0@PN. JAK.BAR, maka

Pengadilan Tinggi Jakarta mengadili :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding |, Radibg II,
Pembanding Il atau Tergugat I, Tergugat I, Tegud.

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Baxatmor
159/Pdt.G/2005/PN. JAK.BAR tanggal 15 Juni 2006 gyasimohonkan
banding tersebut.

3. Menghukum Pembanding I, Pembanding I, Pembandingtdu Tergugat |,
Tergugat Il, Tergugat Ill untuk membayar biaya pegkdalam kedua tingkat
peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebam®@300.000,- (tiga ratus
ribu rupiah).
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3.4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 40 K/PDT/2009

Tan Kim Sui alias Gobang sebagai Pemohon Kasasg y@urunya
merupakan Tergugat Il atau Pembanding Il karenerasa tidak puas atas
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan pufeagadiulan Tinggi Jakarta
maka mengajukan Kasasi ke tingkat Mahkamah Agunigwae Lie Tjai Kiang
alias Susanto ssebagai Termohon Kasasi yang dulnaga@pakan Penggugat atau

Terbading dan sebagai Turut Termohon Kasasi adal@n shin Djiu yang

dulunya merupakan Tergugat | atau Pembanding K@aan Sugianto alias Alim

yang dulunya merupakan Tergugat |l atau Pembaritling
Berdasarkan surat-surat serta bukti-bukti yang ullag maka dalil-
dalilnya adalah :

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang hak atas tanapestéik yang sah atas
bidang-bidang tanah yang terletak di Jalan JembB&s Raya Nomor 30
Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kotgandekarta Barat
seluas lebih kurang 410 m2 (empat ratus sepululkrnpetrsegi), berdasarkan
Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00609 atas ndPeamggugat
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal édruari 2005 Nomor
00004/2005.

2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut padaaladgJuni 2003
melalui jual beli dari pemilik sebelumnya yaitu Ny@ Itjih Sukarsih dan
Tjong Jun Fan atas objek tanah yang terletak dinJdembatan Besi Raya
Nomor 30 (dahulu Duri Baru, RT 0015/RW 05), KeltmahJembatan Besi,
Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat, sédbés kurang kurang
1682 m2 (seribu enam ratus delapan puluh dua rpetsegi), sebagaimana
ternyata dalam Akta Jual Beli Nomor 146/TB/2003 gyatibuat oleh dan di
hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Ennyad@y S.H. dengan
wilayah kerja Kotmadya Jakarta Barat dengan bukpeknilikan hak atas
tanah yaitu Srtipikat Hak Guna Bangunan Nomor JgtBhatan Besi yang
diterbitkan tanggal 7 November 1985.

3. Bahwa selanjutnya dilakukan pemecahan atas Seatipiek Guna Bangunan
nomor 145/Jembatan Besi pada Kantor Pertanahamitotya Jakarta Barat
dan pemecahan (pembetulan) atas luas Pajak BunBalagunan (PBB) pada
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Kantor pelayanan PBB Jakarta Barat Satu, oleh kaitenatas tanah a quo,
Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah vametak di Jalan
Jembatan Besi Raya Nomor 30 Kelurahan Jembatan, Besiamatan
Tambora, Kotamadya Jakarta Barat seluas 410 m2aferatus sepuluh meter
persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangurandd 00609 dan SPPT
PBB (NOP): 31.74.040.005.011-0163.0.

. Bahwa penggugat dalam memperoleh tanah yang didatedah melalui
proses hukum pertanahan yang berlaku, sehinggas hditundungi oleh
undang-undang.

. Bahwa karena penggugat adalah pihak yang berhakaaiah tersebut, maka
hak penggugat tersebut harus memperoleh perlindrfggtum, namun
demikian tanpa sepengetahuan penggugat di atagigeb@nah Sertipikat
Hak Guna Bangunan Nomor 00609 milik penggugat bereeernyata
didirikan bangunan berupa kios-kios tanpa seijingoeigat, yang kemudian
penggugat ketahui bangunan kios-kios tersebut glipetkan oleh para
tergugat yang diperkirakan penggugat bangunankiasstersebut didirikan di
atas tanah penggugat seluas lebih kurang 191 m&ysesembilan puluh satu
meter persegi).

. Bahwa penggugat keberatan dengan adanya banguremkiés yang
didirikan oleh para tergugat tersebut, karena Pegajgselaku pihak yang
berhak atas tanah tersebut tidak pernah melakukalnbeli atau perbuatan
hukum lainnya untuk terjadinya peralihan hak kepaal@ Tergugat.

. Bahwa atas adanya bangunan kios-kios yang didirideh para tergugat,
maka hak-hak kebendaan (vermogensrecht) penggtagtanah seluas 410
m2 (empat ratus sepuluh meter persegi) menjadi asadgugikan atau
dilanggar oleh para tergugat.

. Bahwa selanjutnya perbuatan para tergugat yang imteard bangunan kios-
kios tanpa seijin dari penggugat dan menyebabkagqegat tidak dapat
menyelesaikan proyek pembangunan di atas tanaknyalitelah memenuhi
unsur-unsur tentang perbuatan melawan hukum kamgrauatan para
tergugat tersebut bertentangan dengan azas kepakatelitian serta sikap

hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dgt@ngaulan dengan sesama
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warga masyarakat atau terhadap harta benda onangplag merupakan salah
satu unsur dari perbuatan melawan hukum dalam prudensi, yang
menyebutkan tiga unsur lainnya :

a. Melanggar hak subjektif orang lain, atau

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum di pembuat, ata

c. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik.

Bahwa oleh karena adanya bangunan kios-kios midika pergugat telah
melanggar hak-hak keperdataan dan kebendaan peatgatag bidang tanah
tersebut maka segala perbuatan para tergugat yangetmabkan penggugat
tidak dapat segera mendapat manfaat atau keuntustgantanah miliknya
tersebut sangat beralasan untuk dinyatakan sepadaiatan melawan hukum
yang merugikan penggugat.

Bahwa ternyata tindakan para tergugat juga menikabukerugian materiil
bangi penggugat karena pekerjaan penggugat untuknbareggun atau
mendirikan bangunan di atas bidang-bidang tanakkmgd seluas 410 m2
(empat ratus sepuluh meter persegi) menjadi teraamdan tidak dapat
diselesaikan karena kios-kios milik para tergugdtias lebioh kurang 191 m2
(seratus sembilan puluh satu meter persegi) datridi atas bidang tanah
m,ilik penggugat yang seluas 410 m2 (empat ratpsilsk meter persegi),
sehingga penggugat mengalami kerugian materiil mmaupmateriil yang
berjumlah Rp 11.650.000.000,- (sebelas milyar emaius lima puluh juta
rupiah) yang harius dibayar secara tanggung rerdkatgpara tergugat kepada
penggugat.

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak siaeskemudian hari dan
dapat dipatuhi oleh para tergugat maka penggugatimt@ untuk dijatuhi
hukuman kepada para tergugat untuk membayar uakga p@wangsom)
sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap katerlambatan
pelaksanaan putusan ini sampai dilaksanakan.

Bahwa penggugat memohon kepada Pengadilan NedenitdaBarat untuk
agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atatahpara tergugat berupa
bangunan-bangunan berupa kios-kios milik para gagberikut dengan isis

dan barang-barang yang terdapat di dalam kios-teosebut dan beserta
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turutannya dengan luas kios lebih kurang 191 méa{ige sembilan puluh satu
meter persegi) yang didirikan di atas tanah ,ildénggugat yang terletak di
Jalan Jembatan Besi Raya Nomor 30 Kelurahan JemiBssi, Kecamatan
Tambora, Kotamadya Jakarta Barat seluas 410 m2aferatus sepuluh meter
persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangurendd 00609.

Menimbang bahwa terhadap gugatan yang diajukanReelggugat tersebut maka

Para Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokakagalalil-dalil :

1. Bahwa gugatan penggugat eror in persona karenh teldukti menurut
hukum bahwa para tergugat memperoleh hak kepemilédas kios-kios
tersebut bukan karena mendirikan tetapi karena rekmb

2. Bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (oipstbel) karena
penggugat tidak dapat menguraikan unsur-unsur, regkalm alasan hukum
serta membuktikan perbuatan melawan hukum yandukiéan oleh para
tergugat dan juga tidak dapat menguraikan dan mknkln kebenaran dalil
mengenai pendirian kios-kios terkait dengan waldndiian serta siapa yang
mendirikan kios-kios tersebut.

3. Bahwa para tergugat memohon agar gugatan pengdigkatk atau setidak-
tidaknya tidak dapat diterima.

Setelah para majelis hakim Pengadilan Negri JakBaimt menimbang maka

memutuskan :

Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi dari para tergugat.

Dalam pokok perkara :

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian

b. Menyatakan bahwa bukti Sertipikat Hak Guna Bangudamor 00609 yang
diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00004/2005 tang@aFebruari 2005
adalah sah menurut hukum.

c. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dan beditdaik atas tanah yang
terletak di Jalan Jembatan Besi Raya Nomor 30,r&eéin Jembatan Besi,
Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat sell@sn®? (empat ratus
sepuluh meter perseqgi).

d. Menyatakan sebagai hukum para Tergugat telah maakuperbuatan

melawan hukum terhadap hak Penggugat.
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e. Menghukum kepada para tergugat untuk mengosonghkaahtPenggugat
dimaksud dalam keadaan kosong dan tanpa syarith s&tu bulan putusan
ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

f. Menghukum kepada para tergugat untuk membayar pakga sebesar Rp
1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulete#ftambatan pelaksanaan isi
putusan ini.

g. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perksebesar Rp
1.419.000,- (satu juta empat ratus sembilan béasrapiah).

h. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Menimbang bahwa dalam tingkat banding atas pernmerhpara tergugat,
maka putusan pengadilan negeri jakarta barat tellalatkan oleh pengadilan
tinggi jakarta dengan putusan nomor 379/Pdt/200DRT pada tanggal 14
Januari 2008.

Kemudian setelah putusan tersebut diberitahukaadepara pembanding
pada tanggal 28 Mei 2008 maka pihak pembanding ejekan permohonan
kasasi secara lisan pada tanggal 9 Juni 2008 sSeimua ternyata dari akta
permohonan kasasi nomor 159/Pdt.G/2005/PN.Jkty@ary kemudian diberitahu
mengenai memori kasasi dan kontra memori kasasvdgermohonan kasasi a
quo beserta alasan-alasannya telah disampaikand&epidak lawan dengan
seksama dan diajukan dalam tenggang waktu danyeam@ ditentukan dalam
undang-undang, maka permohonan kasasi tersebutditgrana.

Alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasitatgugat 11l dalam memori

kasasinya tersebut pada pokoknya, adalah:

Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta tekah salah mekanaghukum karena

bertentangan dengan hukum dan keadilan, dengamalas

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jak&#sat dalam
putusannya telah dinyatakan bahwa seluas 410 m@ateratus sepuluh meter
persegi) dari tanah tersebut disisakan untuk kepgart umum dan sebagian
dari kios-kios milik pemohon kasasi atau tergudjadian para turut termohon
kasasi atau tergugat | dan tergugat Il sebagiam ymhg masuk dalam
sertipikat hak guna bangunan nomor 00609 sedangk&hagian lagi masuk

dalam tanah untuk kepentingan umum.
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2. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangmia Pemeriksaan
Setempat yang dilakukan tanggal 5 Mei 2006 teldfsjdahwa kios-kios
milik pemohon kasasi atau tergugat Il dan turatighon kasasi atau tergugat
Il seluruhnya berada di atas tanah untuk kepemingaum (tanah untuk
rencana jalan) sebagaimana tertera dalam gambasisihiomor 00004/2005
tanggal 2 Februari 2005 dan tidak berada di atashtasertipikat Hak Guna
Bangunan Nomor 00609.

3. Bahwa yang masuk ke dalam Sertipikat Hak Guna Baaguomor 00609
tersebut hanyalah kios-kios milik turut termohors&aatau tergugat | dan
sudah diselesaikan secara damai antara termohaasikatau penggugat
dengan turut termohon kasasi atau tergugat |.

4. Bahwa berdasarkan fakta dan kenyataan tersebut mekgadilan tinggi
jakarta yang telah memutus bahwa pemohon kasastergugat 111 dan turut
termohon kasasi atau tergugat Il telah melakukabuyas@an melawan hukum
terhadap hak dari termohon kasasi dan menghukuanymibk mengosongkan
tanah tersebut tanpa syarat dengan membayar uakep peebesar Rp
1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulatefambatan pelaksanaan
putusan ini, serta membayar biaya perkara.

Setelah melihat dan menimbang berdasarkan alassaraltersebut maka

Mahkamah Agung memutuskan:

1. Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkarenkajudex facti tidak
salah menerapkan hukum, lagi pula alasan terseleagemai penilaian
hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tensaiaty kenyataan, hal
mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemerikdaegkat kasasi,
karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya fesskedengan adanya
kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hykog berlaku,
adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yhwgjibkan oleh
peraturan perundang-undangan yang mengancam kelaiai dengan
batalnya putusan yang bersangkutan atau bila péagaaiak berwenang
atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yaagsdd dalam
Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaitelah diubah
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dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan pesnb&ledua

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

. Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut diathsvdbanana putusan

pengadilan tinggi jakarta yang menguatkan putusamgadilan negeri

jakarta barat harus diperbaiki yaitu mengenai amdusan point kedua
harus dihapus karena mengenai keabsahan suatpiksgrtatas tanah
bukan wewenang pengadilan negeri untuk memutuskanny

. Bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh pemkasasi yaitu Tan

Kim Sui alias Gobang tersebut harus ditolak dengarbaikan amar

putusan pengadilan tinggi jakarta nomor 379/Pd72@0.DKI tanggal 14

Januari 2008 yang menguatkan putusan pengadilaeringdiarta barat

nomor 159/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar. tanggal 15 JuniD620sehingga

amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini:

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi aljtol
meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Penmikasasi atau
Tergugat Il harus dihukum untuk membayar biayska@ex dalam tingkat
kasasi ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No#ndiahun 2004

dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagainelah tiubah

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peanb&edua
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 sertaypsaraperundang-
undangan lain yang bersangkutan.

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yaay thlakukan oleh

Mahkamah Agung maka Mahkamah aguang mengadili :

1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi YatuKim Sui
alias Gobang.

2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan tinggi Jakakamor
379/Pdt/2007/PT.DKI tanggal 14 Januari 2008 yangnguatkan
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor
159/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar. tanggal 15 Juni 2006inggla amar
selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :
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-Menolak eksepsi dari para Tergugat (Tergugatrgyugat I, Tergugat

11).

Dalam Pokok Perkara :

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

b. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dan beditdaik atas
tanah yang terletak di Jalan Jembatan Besi Raya oNd30,
kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kotzmnkakarta
Barat seluas 410 m2 (empat ratus sepuluh meteegigrs

c. Menyatakan sebagai hukum Para Tergugat (TergugBérgugat
[I, Tergugat Ill) telah melakukan perbuatan melawamkum
terhadap hak Penggugat.

d. Mengukum Para Tergugat (Tergugat |, Tergugat Ikgligat Ill)
untuk mengosongkan tanah Penggugat dimaksud daésmdakn
kosong dan tanpa syarat, setelah satu bulan puittisax@mpunyai
kekuatan hukum tetap.

e. Menghukum Para Tergugat (Tergugat i, Tergugat ergtigat I11)
untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.0GQy jista
rupiah) untuk setiap bulan keterlambatan pelaksamsiaputusan
ini.

f. Menyatakan tidak dapat diterima, guagat Penggugatiuku
selebihnya.

g. Menghukum Pemohon Kasasi atau Tergugat Il untuknbayar
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkabesar Rp
500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

4. Analisis Terhadap Permasalahan Hukum

4.1. Pokok Permasalahan Mengenai Perlindungan Huku Terhadap
Pemegang Hak Guna Bangunan Nomor 00609/Jemabatan $edan
Pemilik Kios Yang Berdiri Di Atas Tanah Tersebut Menurut
Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku
Untuk menjamin kepastian hukum terhadap pemegarkgatas tanah

maka Negara dalam hal ini pemerintah, memberikarlindeangan hukum
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terhadap pemegang hak atas tanah, khususnya dalam pada pemegang hak
atas tanah di Jalan Jembatan Besi Raya Nomor 30tdd&arat.

Salah satunya cara yang dilakukan oleh pemerintaland rangka
menciptakan kepastian hukum adalah dengan cara kokela kegiatan
pendaftaran tanah yang dilakukan berdasarkan R8sayat (2) Undang-Undang
Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
1. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah.

2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan Hatefsebut.

3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang bersghagai alat pembuktian
yang kuat.

Dalam hal tersebut kemudian ditindak lanjuti denBanaturan Pemerintah No 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana disgbbiahwa sebagai salah

satu tanda bukti hak yang diberikan kepada pemedahkgatas tanah adalah

dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Atas Tanabh.

Sertipikat diberikan apabila seseorang dengandtli@k dalam memiliki
hak atas suatu tanah dan melakukan syarat-syangt tggah ditentukan sesuai
dengan hukum pertanahan serta telah melewati pppesss dan prosedur hukum
yang telah ditentukan oleh pemerintah di bidanggpehan.

Maksud dari diterbitkannya sertipikat adalah suppgenegang hak atas
tanah dapat dengan mudah membuktikan dirinya selpagailik yang sah atas
tanah tersebut dan dapat memudahkan bagi pihak-fahayang membutuhkan
informasi maupun keterangan mengenai tanah tersebut

Bagi pemegang atau pemilik hak atas tanah yang lke®ertipikat hak
atas tanah yang dimilikinya, maka dia berhak mdémiak-hak kebendaan atas
tanah tersebut dan dapat memperoleh nilai ekonatais sosial dari tanah
tersebut, serta menikmati hasil yang didapat darah tersebut, dan dia bebas
melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas tanatebtgrsbaik berupa
memindahtangankan maupun mengalihkan secara jliahibah maupun karena
pewarisan, menyewakan tanah tersebut, menjadikeah teersebut sebagai objek
jaminan maupun sebagai hak tanggungan, maupun giarbperbuatan hukum
lainnya selama tidak melanggar ketentuan hukum yemigku dan norma-norma
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yang berlaku di masyarakat serta tidak merugikgmekgngan umum maupun
kepentingan pihak lain.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerkiaor 10 Tahun
1961 bahwa yang dimaksud dengan Sertipikat adalatas buku tanah dan surat
ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-samaatesgatu kertas sampul yang
bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan PemerirdaioN24 Tahun
1997 bahwa yang dimaksud dengan Sertipikat adalmat sanda bukti hak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) budrfdang-Undang Pokok
Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaanhtaméaf, hak milik atas satuan
rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masdah dibukukan dalam
buku tanah yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerhoafhor 24 Tahun
1997 Tentang Pendaftaran Tanah, bahwa Sertipikaipakan surat tanda bukti
yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ereigdata fisik dan data
yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang daik tlan data yuridis tersebut
sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur #artdmeh yang bersangkutan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Perd®a@raerintan Nomor 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, bahwa &ettimerupakan tanda bukti
yang kuat, dalam arti selama tidak dapat dibuktsepaliknya data fisik dan data
yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterimldagai data yang benar baik
dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalameldeaa di pengadilan, hal
ini tentu saja sangat membuktikan kekuatan datipseat tersebut karena jelas
terlihat bahwa sertipikat memiliki kekuatan pembakt yang kuat di muka
persidangan apabila terjadi suatu sengketa tamsdbigt. Hal ini dikarenakan data
fisik dan data yuridis dari tanah tersebut harisiaedengan yang tercantum di
dalam sertipikat dan tercantum dalam surat ukur blaku tanah dari tanah
tersebut.

Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah NomoiTatn 1997
Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu:
1. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yandakersebagai alat bukti

yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis ysrguat di dalamnya,
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sepanjang data fisik dan data yuridis tersebutasedengan data yang ada
dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersaagkut

2. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbgksdipikat secara sah atas
nama orang atau badan hukum yang memperoleh tarsgbtit dengan itikad
baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak yamg merasa
mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapatdaguntut pelaksanaan hak
tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejtlaltkannya sertipikat itu
tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepadaegang sertipikat dan
Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atatidaR mengajukan
gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanepeatarbitan sertipikat
tersebut.

Dari peraturan perundangan tersebut di atas makipikat sebagai surat
tanda bukti hak yang bersifat mutlak apabila merherunsur-unsur secara
kumulatif yaitu :

1. Sertipikat diterbitkan secara sah atas nama or&geadan hukum

2. Tanah diperoleh dengan itikad baik

3. Tanah dikuasai secara nyata

4. Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya tipé@t itu tidak
mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegatpikat dan Kepala
Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tigadgajukan gugatan ke
Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penexitgpikat

Maka dapat dilihat berdasarkan peraturan perundadgngan diatas,
sengketa kepemilikan tanah Jalan Jembatan Besi Rayaor 30, Kelurahan
Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kotamadya JaRar@, yang menjadi
pemilik dan pemegang hak atas tanah Hak Guna Bangtersebut adalah Lie
Tjai Kiang alias Susanto. Hal ini ternyata dari dilkmya Sertipikat Hak Guna
Bangunan Nomor 00609 atas nama Lie Tjai Kiang alfasanto dan dia
memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik das jerlihat dikuasai secara
nyata dan selama pihak Lie Tjai Kiang memiliki tartarsebut maupun sebelum
tanah tersebut dimiliki oleh Lie Tjai Kiang aliasisainto tidak pernah ada yang
mengajukan keberatan ataupun mengajukan gugatgmhké& manapun. Pihak

Then Shin Djiu, Karen Sugianto alias Alim, dan T®im Sui alias Gobang juga
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tidak pernah mengurus mengenai kepemilikan ataahtaersebut ke Kantor

Pertanahan atau Kantor Agraria. Sehingga tanakletsecara sah merupakan

milik dari Lie Tjai Kiang alias Susanto.

Maka karena unsur-unsur kulumatif dari tanah tarsdblah terpenuhi
oleh pemilik dari Sertipikat Hak Guna Bangunan ébrg maka pihak lain yang
merasa berhak atas tanah itu pula tidak dapat n@npelaksanaan hak atas
tanahnya tersebut.

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah NomoiTadn 1997
Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu:

1. Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagidadtaran tanah, bidang-
bidang tanah yang akan dipetakan diukur, seteletapkan letaknya, batas-
batasnya menurut keperluannya ditempatkan tandithatas di setiap sudut
bidang tanah yang bersangkutan.

2. Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendatihsiam secara sistematik
dan pendaftaran tanah secara sopradik diupayaksaigae batas berdasarkan
kesepakatan para pihak yang berkepentingan.

3. Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeilingeaamajib dilakukan
oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

4. Bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda battagkan oleh menteri.

Dapat dilihat berdasarkan peraturan perundang-washadi atas mengenai
perolehan data fisik mengenai luas tanah sertesdattas tanah dapat ternyata
bahwa yang data fisik mengenai luas serta batas luktri kepemilikan tanah di
Jalan Jembatan Besi Raya Nomor 30, Kelurahan JamiBési, Kecamatan
Tambora, Kotamadya Jakarta Barat adalah benar beAmgunan kios-kios yang
dimiliki oleh Then Shin Djiu, Karen Sugianto aliaéim, dan Tan Kim Sui alias
Gobang didirikan di atas sebagian tanah milik Lj@ Kiang alias susanto seluas
191 m2 (seratus sembilan puluh satu meter persiegi)luas tanahnya sebesar
410 m2 (empat ratus sepuluh meter persegi) dikkeenderjadi perselisihan
mengenai batas-batas dan luas tanah karena TherDfini Karen Sugianto alias
Alim, dan Tan Kim Sui alias Gobang merasa bahwa-kios mereka berada di
luar tanah dari Lie Tjai Kiang alias Susanto kareremurut keterangan dari Then

Shin Djiu, Karen Sugianto alias Alim, dan Tan Kimi @lias Gobang bahwa kios
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mereka berada di antara kios-kios tersebut dengdang bioskop, dan berada di
luar tanah untuk rencana jalan untuk kepentinganmnbimana pihak Then Shin
Djiu, Karen Sugianto alias Alim, dan Tan Kim Suiaal Gobang merasa bahwa
setelah dilakukan pemeriksaan setempat yang ditakpkda tanggal 5 Mei 2006
telah jelas terlihat bahwa kios-kios milik Kareng&nto alias Alim, dan Tan Kim
Sui alias Gobang seluruhnya berada di atas tantaifk kepentingan umum (tanah
untuk rencana jalan) sebagaimana tertera dalam &anSituasi Nomor
00004/2005 tanggal 2 Februari 2005 dan tidak bedadéas tanah Sertipikat Hak
Guna Bangunan Nomor 00609 sedangkan yang masuk dateh sertipikat hak
Guna Bangunan Nomor 00609 adalah kios milik Theim Biiu. Padahal setelah
dilakukan pengukuran dari Kasubsi Penyelesaian lMlas@ertanahan di Badan
Pertanahan Nasional Jakarta Barat yaitu H. MursAadt® S.H. dan saksi yang
bernama Kabul Padminto yang ikut serta dalam pemguktersebut menyatakan
bahwa bangunan kios-kios yang dimiliki oleh ThennSBhjiu, Karen Sugianto
alias Alim, dan Tan Kim Sui alias Gobang beradaatdis tanah sertipikat Hak
Guna Bangunan Nomor 00609 yaiyu sebagian kiosketsada yang masuk di
dalam tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00609 dan iseb&mpi masuk di
dalam tanah untuk kepentingan umum sebagaimangataridari Surat Ukur
Nomor 00004/2005 tanggal 2 Februari 2005. Maka dsarckan Surat Ukur
tersebut maka didapat diuraikanlah data fisik meagénah tersebut dan dapat
menjadi bukti mengenai letak, batas dan luas téoadesungguhnya.
Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Pokok Agrariamddd Tahun

1960, bahwa:

Hak Guna Bangunan terjadi :

a. Mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negarani penetapan
pemerintah.

b. Mengenai tanah milik: karena perjanjian yang betldeotentik antar pemilik
tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan emelap Hak Guna
Bangunan itu, yang bermaksud menimbulkan hak tatseb

Dapat dilihat dari peraturan perundang-undanganatdis mengenai
terjadinya Hak Guna Bangunan ini sesuai denganyapg ternyata yaitu pada

awalnya tanah yang terletak di Jalan Jembatan Baga Nomor 30 Kelurahan
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Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jdkarsa dengan Hak Guna
Bangunan nomor 145 berasal dari Sertipikat Hak iPBlkenor 11 atas nama
Halim Tanzil yang kemudian dibeli oleh Nyonya Itjian tertuang dalam Akta
Jual Beli yang dibuat oleh R. Sudibyo Joyo Pran8té]. pada tanggal 26 April
1983 Nomor 25/JB/JBN/1983 yang kemudian didaftaidiafgraria pada tanggal
11 Mei 1983. Namun Sertipikat Hak Pakai Nomor Likdbut hapus sehingga
status tanah tersebut menjadi Tanah Negara denga@ubernur DKI Jakarta
tanggal 26 Oktober 1985 Nomor 2680/1140/HGB/1985 @@ambar Situasi
Nomor 32/5780/1984 menjadi Hak Guna Bangunan Noi4&, kemudian Lie
Tjai Kiang alias Susanto mendapatkan tanah terseielalui proses hukum
pertanahan yang berlaku yaitu pada tanggal 3 JO®8 2nelalui jual beli dari
pemilik sebelumnya yaitu Nyonya ltjih Sukarsih dgjong Jun Fan atas objek
tanah yang terletak di Jalan Jembatan Besi RayaoN8M (dahulu Duri Baru Rt.
0015/05) Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tami&weamadya Jakarta
Barat seluas kurang lebih 1.682 m2 (seribu enaos rdélapan puluh dua meter
persegi) sebagaimana yang ternyata dalam AktaBelaINomor 146/TB/2003
yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Eny Haryanti. SNotaris/PPAT daerah
kerja Kotamadya Jakarta Barat dengan bukti kepkamlihak atas tanah yaitu
Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 145/Jembatan Basg diterbitkan
tanggal 7 November 1985. Kemudian dilakukanlah maian sertipikat atas
Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 145/Jembatan Besijadi 3 (tiga)
bidang, masing-masing yaitu: Hak Guna Bangunan NoB8fy, Hak Guna
Bangunan Nomor 607, dan Hak Guna Bangunan NomatJé@thatan Besi pada
Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat dan @draec(pembetulan) atas
luas Pajak Bumi dan Bangunannya (PBB) pada KanétayBnan PBB Jakarta
Barat Satu yaitu berdasarkan Sertipikat Hak GunagBaan Nomor 00609 dan
SPPT PBB (NOP): 31.74.040.005.011-0163.0.

Maka dari situ dapat terlihat bahwa apa yang teliddkukan atas kepemilikan
tanah Hak Guna Bangunan tersebut telah sesuai wegmgduran perundang-

undangan yang berlaku.
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Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah NomoiTadun 1996
Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, danRd&ki Atas Tanah,
bahwa :

1. Pemberian Hak Guna Bangunan harus didaftarkan dalakn tanah pada
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat.

2. Hak Guna Bangunan atas tanah negara atau atasHakdPengelolaan terjadi
sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan Kabupatem/Ketempat.

3. Sebagai Tanda Bukti hak kepada pemegang Hak GunguBan diberikan
Sertipikat Hak Atas Tanabh.

Karena sertipikat memiliki kekuatan pembuktian ydeglaku secara eksternal

yaitu kepada pihak luas dan secara internal yapat memberikan rasa aman

kepada para pemilik dan pemegang hak atas tansébtérmaupun kepada para

ahli warisnya apabila terjadi pewarisan.

Maka sebagai pemegang hak atas tanah berhak méketaparlindungan
hukum berupa kepastian hukum hak atas tanah terdabuapabila di kemudian
hari terjadi sengketa tanah yang berkaitan dengaaht tersebut dan terjadi
gugatan dari pihak lain yang juga merasa berhak tat@ah tersebut, maka bagi
pemilik yang memiliki sertipikat sebagai tanda buidk atas tanah tersebut dapat
membuktikan kepemilikan dirinya atas tanah tersetan dapat dibuktikan di
muka persidangan apabila sengketa tersebut dibanwpas ke tingkat pengadilan.
Karena sertipikat merupakan alat bukti yang memiékuatan pembuktian yang
kuat dan selama tidak ada yang membuktikan selyaikmaka apa yang
tercantum di dalam sertipikat tersebutlah yang gtiap benar. Hal ini tentu saja
memberikan perlindungan hukum bagi para pemilik geamegang hak atas tanah
tersebut karena merasa tenang dan tidak ada raskutan apabila tanahnya
mengalami permasalahan, maupun rasa ketakutan lapttahnya hendak
dimiliki oleh orang lain atau ada itikad tidak bailari orang lain yang hendak
memiliki tanahnya tersebut secara tidak baik ataupda pihak-pihak tertentu
yang hendak mengganggu hak kebendaan dari tanadrsgbut, karena mereka
telah memiliki sertipikat sebagai tanda bukti haksatanah tersebut sehingga
secara bukti tertulis dia bisa membuktikan kepéwaili atas tanah tersebut di

muka pengadilan apabila terjadi sengketa.
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Hal ini dapat dilihat di dalam kasus sengketa lamm@mgenai kepemilikan
hak atas tanah di Jalan Jembatan Besi Raya NomdteBrahan Jembatan Besi,
Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat. Kekyasgenbuktian sertipikat
hak atas tanah Hak Guna Bangunan sangat jelabatelfiarena saat terjadi
sengketa tanah tersebut, dimana si pemilik tanatu yae Tjai Kiang alias
Susanto merasa hak-hak kebendaannya terlangggreatasatan melawan hukum
yang dilakukan oleh Then Shin Djiu, Karen Sugiaaltas Alim, dan Tan Kim Sui
alias Gobang karena perbuatan yang dilakukan okrlelkma tersebut bertentangan
dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikaphhttiyang seharusnya dimiliki
sesorang dalam pergaulan dengan sesama masyakderadap harta benda
orang lain. Berdasarkan pasal 1365 Kitab UndangadgdHukum Perdata bahwa
unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan
Unsur melawan hukum
Adanya kesalahan
Adanya kerugian

o & 0N

Hubungan sebab akibat

Hal ini tentu saja membuat pihak Lie Tjai KiangaaliSusanto merasa
sangat dirugikan atas perbuatan yang dilakukan dleén Shin Djiu, Karen
Sugianto alias Alim, dan Tan Kim Sui alias Gobaehisgga Lie Tjai Kiang alias
Susanto tidak dapat meneruskan proyek pembangukaryang berakibat proyek
pembangunan ruko tersebut menjadi terhenti dan ef@bkan kerugian materiil
dan immateriil bagi pihak Lie Tjai Kiang alias Soga Walaupun pihak Then
Shin Djiu, Karen Sugianto alias Alim, dan Tan Kinui Slias Gobang telah
mengajukan bukti-bukti berupa saksi-saksi sertatssurat yang menguatkan
mengenai kepemilikan mereka atas kios tersebupbdntocopy permohonan ljin
Mendirikan Bangunan (IMB) yang ditujukan kepada apro Banjir tanggal 6
April 1967, fotocopy surat dari Komando Pencegalianijir Propinsi DKI
Jakarta tanggal 21 April 1967, fotocopy Keputusagp#la Dinas Pengawasan
Pembangunan Kota Jakarta Nomor 002/KET/B/1989 w@ng@ Januari 1989,
fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) yangyditkan oleh pemilik kios,
fotocopy Salinan Surat Bukti Pembayaran Pajak Bdan Bangunan (PBB) yang
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dibayarkan oleh Then Shin Djiu, Karen Sugiantasalflim, dan Tan Kim Sui
alias Gobang, fotocopy Salinan Surat Perjanjian Bei kios tertanggal 12
Februari 1996 antara Then Shin Djiu dengan Muhtau aNafsiah, fotocopy
salinan Surat Perjanjian Jual Beli kios tertang@&alFebruari 1996 antara Then
Shin Djiu dengan Muhtar atau Nafsiah, fotocopyreali Surat Perjanjian Jual Beli
kios tertanggal 5 April 1994 antara Karen Sugiaalas Alim dengan Samin
Bahar, fotocopy salinan Surat Perjanjian Jual Beds tertanggal 20 Oktober
1986 antara Tan Kim Sui alias Gobang dengan SaralmaB fotocopy salinan
Perjanjian jual beli kios tertanggal 6 Juni 199%aem Then Shin Djiu dengan
Thian Po Tjai sebagai pemilik semula, fotocopyrsali Surat Keterangan yang
dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jembatan Besanggal 26 Februari 1996,
fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleht&aielurahan Jembatan
Besi tertanggal 16 Desember 1986. Berdasarkan -bukti tersebut terlihat
bahwa kepemilikan kios-kios yang dilakukan oleh mh8hin Djiu, Karen
Sugianto alias Alim, dan Tan Kim Sui alias Gobamgilki dengan itikad baik
namun walaupun mereka telah memiliki bukti-buktipé&milikan atas kios
tersebut dengan telah membayar Pajak Bumi dan Bamgumemiliki ljin
Mendirikan Bangunan (IMB), Perjanjian Jual Beli &j@an surat-surat keterangan
dari instansi pemerintah setempat ternyata tidapatlamengalahkan bukti
kepemilikan yang dimiliki oleh Lie Tjai Kiang alig@usanto sebagai pemilik yang
sah hak atas tanah Hak Guna Bangunan Jalan JentBesarRaya Nomor 30,
Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kotganalhkarta Barat
tersebut karena Lie Tjai Kiang alias Susanto mé&mdan memegang Sertipikat
Hak Guna Bangunan Nomor 00609, Sertipikat Hak GBaagunan Nomor 145,
Akta Jual Beli Nomor 146/TB/2003 yang dibuat di &pdn Enny Haryanti
Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, Surat Pembay&aak Bumi dan
Bangunan, Surat Tanda Terima Setoran, Surat ljindifikan Bangunan Nomor
34/1B/B/72 yang dikeluarkan oleh Walikota Jakartar@, Surat Pendaftaran
Tanah Nomor 169/JB/2005 tanggal 12 Oktober 200% yhierbitkan oleh Badan
Pertanahan Nasional, Berita Acara Nomor 192/P2Kdz2@6ggal 6 Agustus 2004
yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kzoptor Pertanahan

Kotamadya Jakarta Barat. Berdasarkan bukti-bukigydiberikan oleh pihak Lie
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Tjai Kiang alias Susanto maka jelas ternyata babwukdi-bukti kepemilikan hak
atas tanah tersebut yang dimiliki oleh pihak LiaiTKiang alais Susanto jauh
lebih kuat daripada bukti yang dimiliki oleh Thehi$s Djiu, Karen Sugianto alias
Alim, dan Tan Kim Sui alias Gobang. Terutama karkaTjai Kiang memiliki
Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 00609 dan ndmbrdan dalam memiliki
tanah tersebut telah melewati proses-proses setequr yang ditentukan oleh
hukum pertanahan. Hal ini terlihat dari Akta JualiBNomor 146/TB/2003 yang
dibuat di hadapan Enny Haryanti Notaris/Pejabat&nAkta Tanah dimana hal
ini menunjukkan bahwa jual beli yang dilakukan oled Tjai Kiang dilakukan
secara hukum dimana akta otentik tersebut menkkkuatan pembuktian yang
kuat, serta telah membayar lunas semua pajak-pajads harus dibayar berkaitan
dengan tanah tersebut, Surat Pendaftaran Tanah mNt$86JB/2005 tanggal 12
Oktober 2005 yang diterbitkan oleh Badan Pertandkasional, Berita Acara
Nomor 192/P2K/2004 tanggal 6 Agustus 2004 yangriditean oleh Badan
Pertanahan Nasional Cq Kantor Pertanahan Kotamddkarta Barat, bukti
tersebut tentu saja menunjukkan bahwa lie Tjai gialias Susanto dalam
memiliki tanah tersebut telah melalui prosedur yalitgtapkan dalam hukum
pertanahan, terutama jelas terlihat telah meleprases pendaftaran tanah yang
ditetapkan. Sehingga hal ini menunjukkan bahwapskeat Hak Guna Bangunan
sebagai tanda bukti yang kuat atas kepemilikan dtak tanah tersebut yang
mengalahkan bukti-bukti yang diajukan oleh ThennShjiu, Karen Sugianto
alias Alim, dan Tan Kim Sui alias Gobang, hal inapdt dilihat dari
dimenangkannya gugatan Lie Tjai Kiang di persidandari tingkat Pengadilan
Negeri, Pengadilan Tinggi sampai ke tingkat Mahkamgung. Dari sini jelas
terlihat bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Non@80® sebagai alat bukti
yang kuat dan dapat memberikan perlindungan hukwagi pemilik atau
pemegang hak atas tanah tersebut dapat terbuktan§kan terhadap pemilik
kios-kios yang didirikan diatas tanah tersebut, anpkmilik kios tersebut tidak
berhak atas tanah tersebut namun para pemilik tkiesasa memiliki hak atas
bangunan kios tersebut karena memiliki ljin Merdin Bangunan dan karena
Indonesia menganut asas pemisahan horizontal gghidgpat dimungkinkan

antara pemilik tanah dengan pemilik bangunan kiesupakan dua orang yang
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berbeda maka pemilik kios harus memindahkan bamgkias beserta barang-

barang miliknya yang terdapat di dalam kios tersglang terdapat di atas tanah

tersebut karena status kepemilikan dari kios-keosetbut hanya sebagai pengguna
kios-kios tersebut dan apabila pemilik dari tanahgy memegang hak atas Hak

Guna Bangunan hendak mengambil hak-haknya tersetart hendak

menggunakan tanah tersebut maka para pemilik ldog kios-kiosnya berada di

atas tanah tersebut harus menyerahkan tanah terdalam keadaan kosong

kepada pemilik dan pemegang Hak Guna Bangunartaatal tersebut.

Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah NomoiTadun 1996
Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan &kadd Rtas Tanah, yaitu:
1. Apabila Hak Guna bangunan atas tanah negara hapudidak diperpanjang

atau tidak diperbaharui, maka bekas pemegang Hala ®angunan wajib
membongkar bangunan dan benda-benda yang ada dnyatadan
menyerahkan tanahnya kepada Negara dalam keadamgkselambat-
lambatnya dalam waktu satu tahun sejak dihapusmayeGtina Bangunan.

2. Dalam hal bangunan dan benda-benda sebagaimanksdidndalam ayat (1)
masih diperlukan, maka kepada pemegang bekas pemégk diberikan
ganti rugi yang bentuk jumlahnya diatur lebih langengan Keputusan
Presiden.

3. Pembongkaran bangunan dan benda-benda sebagaimeakswt dalam ayat
(1) dilaksanakan atas biaya bekas pemegang Hak Bamgunan.

4. Jika bekas pemegang Hak Guna Bangunan lalai dalememuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka banglamahenda-benda yang
ada di atas tanah bekas Hak Guna Bangunan itu gkhoroleh Pemerintah
atas biaya bekas pemegang Hak Guna Bangunan .

Berdasarkan Pasal 38 Peraturan Pemerintah NomoiTadun 1996
Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan &ka( Rtas Tanah, yaitu:
Apabila Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengel@tsu atas tanah Hak
Milik hapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3karhakas pemegang Hak
Guna Bangunan wajib menyerahkan tanahnya kepadagaemg Hak Pengelolaan
atau pemegang Hak Milik dan memenuhi ketentuan gaigh disepakati dalam
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perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan atganp@n pemberian Hak
Guna Bangunan atas Hak Milik.

Maka berdasarkan Pasal 37 dan Pasal 38 PeratunagriRah Nomor 40 Tahun
1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunamd&riPakai Atas Tanah
bahwa apabila pemilik dan pemegang Hak Guna Bamgiieanor 00609 hendak
menggunakan tanahnya, maka orang yang memilikilbargyang berada di atas
tanah tersebut harus menyerahkan tanah terselarh dadadaan kosong kepada
pemegang hak atas tanah tersebut. Sehingga Li&Kigag alias Susanto sebagai
pemilik dan pemegang Hak Guna Bangunan Nomor 0068fhak untuk
menggunakan tanahnya dan Then Shin Djiu, Karena8tmialias Alim, dan Tan
Kim Sui alias Gobang sebagai pemilik dari banguk@s-kios yang berdiri di
atas tanah dari Lie Tjai Kiang alias Susanto hamengembalikan dan
menyerahkan tanah tersebut kepada Lie Tjai Kiaigg &usanto dalam keadaan
kosong.

Menurut pendapat penulis kasus sengketa tanah ma&ngepemilikan
tanah di Jalan Jembatan Besi Raya Nomor 30, Kedarabembatan Besi,
Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat ditegaiuperaturan perundang-
undangan yang berlaku adalah sudah sesuai dengen tgkah ditetapkan di
dalam peraturan perundang-undang yang berlaku @sopakan penerapan asas
pemisahan horizontal dalam hak atas tanah terggmd melindungi hak-hak
kebendaan dari pemilik dan pemegang hak atas sefsgaimana yang diatur di

dalam peraturan perundang-undangan.

4.2. Pokok Permasalahan Mengenai Putusan MahkamaAgung Nomor
40 K/PDT/2009 Telah Memenuhi Ketentuan Perundang-Utang
Yang Berlaku
Putusan Mahkamah Agung Nomor 40 K/PDT/2009 telahmemaihi

peraturan perudang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tah@g5 1
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang N&miahun 2004 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Ta@0f bahwa judex

facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasesebut mengenai penilaian
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hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tensaragu kenyataan, hal mana
tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan #&hgkasasi, karena

pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaagadeadanya kesalahan
penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yangkberhdanya kelalaian

dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan ol@hatpran perundang-

undangan yang mengancam kelalaian itu dengan pataputusan yang

bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenatag anelampaui batas
wewenangnya.

Maka berdasarkan peraturan-peraturan perundangigadadan hal-hal
yang telah diuraikan di atas maka putusan Mahkafwaimg telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tedémhenuhi unsur keadilan
bagi kedua belah pihak. Karena Lie Tjai Kiang aBasanto sebagai pemilik yang
sah dan pemegang sertipikat Hak Guna Bangunan telahdapatkan dan
menikmati hak-hak kebendaan yang seharusnya dmaeSedangkan bagi Then
Shin Djiu, Karen Sugianto alias Alim, dan Tan KinuiSlias Gobang yang
merasa tidak puas atas hasil keputusan tersebah&agvasti ada pihak yang
merasa tidak puas atas hasil keputusan walaupain dgbutuskan dengan seadil-
adilnya karena mereka juga merasa berhak atas banduios-kios tersebut yang
mereka dapatkan dari hasil membeli dan memenuhiajean-kewajibannya
sebagai pemilik kios, namun karena bukti-bukti yamgreka miliki tidak cukup
kuat, karena yang dijadikan dasar dan pertimbamgeh Mahkamah Agung
adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut, daintarindonesia Sertipikat
merupakan alat bukti yang kuat karena dalam menkiapasertipikat tersebut
telah melewati proses-proses dan prosedur yangqtdii@n sehingga harus
dilindungi secara hukum dan dalam rangka menciptakgpastian hukum di
Indonesia sehingga hak-hak kebendaan setiap waggran Indonesia khususnya
dalam hal ini hak-hak kebendaan atas tanah dalpadwhgi.
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